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MOTTO 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.” 

(QS. Al-Isra‟ : 7) 

 

Layaknya sebuah pegas yang semakin besar gaya tekannya maka akan 

semakin kecil dan sempit. Dan semakin besar gaya tariknya maka semakin besar 

pula tingkat kelonggarannya. Itulah pula yang dimaksud konsep elastisitas 

keislaman. 

(Robiatul Adawiyah) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum  

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa 

Arab  ke  dalam  tulisan  Indonesia  (Latin),  bukan  terjemahan  bahasa  Arab  

ke dalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini 

didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 

158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman 

Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 

1992. 

B. Konsonan 

Arab  Latin Arab  Latin 

 Th ط  a ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ‟ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ض
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C. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang 

= 

Â misalnya قال Menjadi qâla 

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل Menjadi qîla 

Vokal (u) panjang 

= 

Û misalnya دون Menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah 

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong  (aw)   

= 

 Menjadi qawlun قول misalnya ــو

Diftong (ay)    = ـيـ misalnya خير Menjadi khayrun 

D. Ta’ marbûthah (ة) 

Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسـالة للمدرسـة menjadi al-

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  فى رحمة

 .menjadi fi rahmatillâh  الله 
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E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan … 

b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

c. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak 

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama 

“Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan 

menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan 

penulisan namanya. 

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa 

nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan 

cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”. 
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ABSTRAK 

Robiatul Adawiyah, NIM 12220016, 2016, Analisis terhadap Perubahan Ketentuan 

Pengupahan di Indonesia Melalui Teori Maslahah Mursalah (Studi 

terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan).Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:  

Khoirul Hidayah, S.H, M.H. 

 

 

Kata Kunci: Prinsip Hukum Ketenagakerjaan, PP Nomor 78 Tahun 2015, Maslahah 

Mursalah 

Permasalahan dalam penelitian ini ialah lahirnya PP Nomor 78 Tahun 2015 

yang menimbulkan adanya aksi serikat pekerja yang menganggap bahwa PP lebih 

berpihak pada pengusaha dan telah bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. 

Penelitian memiliki rumusan masalah yaitupertama, bagaimana perubahan ketentuan 

pengupahan dari PP Nomor 8 Tahun 1981 ke PP Nomor 78 Tahun 2015 jika ditinjau 

berdasarkan prinsip hukum ketenagakerjaan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. 

Kedua, bagaimana perspektif teori Maslahah Mursalah terhadap perubahan ketentuan 

pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. 

Untuk menenukan jawaban terhadap dua tujuan penelitian di atas, peneliti 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konsep yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui metode pengumpulan 

yaitu dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan caraklasifikasi, verifikasi, 

analisis, dan tahap terakhir adalah kesimpulan. 

Adapun hasil penelitiannya adalah pertama, perubahan ketentuan pengupahan 

dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 adalah pada pasal 43 ayat (5) tentang peninjauan 

komponen KHL yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali yang sebelumnya diatur pada 

pasal 4 ayat (7) Kepmenaker Nomor 226 Tahun2000 sebagai pertimbangan dalam PP 

Nomor 8 Tahun 1981 bahwa peninjauan upah dilakukan 1 (satu) tahun 

sekali.Kedua,perspektif teori Maslahah Mursalah Ath-Thufi terhadap ketentuan 

perubahan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan antara pekerja, pengusaha dan 

pemerintah Kemaslahatan yang muncul ialah meminimalisir PHK besar-besaran, 

memberikan perlindungan upah melalui formula upah tetap dan menghindari pailit 

perusahaan. 

Berdasarkan dua hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti 

menyimpulkan bahwa perubahan ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 

2015 tidak bertentangan dengan prinsip hukum ketenagakerjaan. Adapun persepsi 

teori Maslahah Mursalah Ath-Thufi terhadap perubahan yang ada digunakan sebagai 

manifestasi adanya kemaslahatan umum. 
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ABSTRACT 

Robiatul Adawiyah, ID 12220016, 2016, An analysis of the fee changes based on the 

Maslahah Mursalah theory in Indonesia (Study about Government 

Ordinance No. 78 year 2015 about fee). Minithesis.Islamic business law 

department, faculty of law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University. Coach: Khoirul Hidayah, S.H, M.H. 

 

 

Key Words: The principle of the labour law, PP No. 78 year 2015, Maslahah 

Mursalah. 

The problem in this research is the rise ofPP No. 78 year 2015 that causes the 

action unions which regard that PP is more side to entrepreneur and has been 

contradictory with labour the fee changes based on the PP No. 78 year 2015 if 

reviewed based on principle of the labour law in labour legislation. Second, 

perspective of Maslahah Mursalah theory to the fee changes based on from PP No. 8 

Tahun 1981 to PP No. 78 year 2015 if reviewed based on principle of the labour law 

in labour legislation. 

To get answers to two purposes of the research above, the writer uses the 

research method yuridis normative with approachment of act and the concept that use 

the on computer secondary that consist of the law primary, secondary and tertiary 

which is gotten from documentation method and then classified, verified, analyzed, 

and last concluded. 

The result of the research are first, the fee changes based on the PP No. 78 

year 2015 is section 43 article (5) about component of observation KHL that is done 

every 5 years which is arranged in section 4 article 7 Kepmenaker No. 226 year 2000 

before as judgment in PP No. 8 year 1981 that observation of fee is done every one 

year. Second, perspective of Maslahah Mursalah Ath-Thufi theory that changes is 

emerged to welfare between workers, entrepreneur, and government. This welfare 

emerged is minimize PHK mulberry, give protection of fee with formulation of 

constans fee and avoid bankrupt of business. 

Base on two result of research above, so in this research, researcher concludes 

that provision fee in PP No. 78 year 2015 not contradict with the principle of the 

labour law. Perspective of Maslahah Mursalah Ath-Thufi theory that it as the from of 

general welfare. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam batang tubuh 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1
. Manifestasi Negara 

Indonesia sebagai Negara hukum ialah adanya regulasi-regulasi sebagai norma 

masyarakat dalam bernegara. Dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki hak 

fundamental yang melekat dalam diri manusia. Inilah yang selanjutnya disebut 

dengan istilah hak asasi manusia. Tipologi hak asasi manusia sangat beragam, salah 

satu hak yang dikaji dalam penelitian ini ialah hak dalam hukum ketenagakerjaan 

yaitu hak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja.
2
 

                                                           
1
 Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 

2
 Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 



2 
 

 
 

Hukum ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum yang berlaku yang pada 

pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja 

dengan tenaga kerja dan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hukum 

ketenagakerjaan merupakan himpunan peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis 

yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan 

menerima upah.
3
 

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh 

minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang dimaksud 

ialah meliputi pengusaha dengan pekerja.
4
 Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan 

antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah dan perintah.
5
 

Dalam dunia ketenagakerjaan, hal yang menjadi manifestasi adanya asas 

keadilan dan non diskriminatif
6
 ialah adanya hak normatif dan kewajiban normatif 

bagi pihak pekerja dan pengusaha. Hak normatif pekerja yang paling utama ialah 

mendapatkan upah. Upah ialah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

                                                           
3
 C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.335 

4
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 36 

5
 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus, (Yogyakarta: New Elmatera, 2011), 

h. 76 
6
Pasal 5 UU Ketenagakerjaan 
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peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
7
 

Pembahasan mengenai pengupahan bagi pihak pekerja selalu menjadi topik 

yang aktual, segala hal yang berhubungan dengan pengupahan pekerja tidak pernah 

habis pembahasannya. Meskipun sudah terdapat regulasi tentang pengupahan sebut 

saja Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker 

Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian 

Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 13 

Tahun 2012. Namun permasalahan terkait pengupahan bagi para pekerja tetap saja 

muncul hingga saat ini. 

Permasalahan pengupahan di Indonesia dewasa ini dipelopori oleh ribuan 

buruh yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang-Gerakan Buruh Indonesia (KAU-

GBI) yang melakukan demo di depan Istana Kepresidenan. Demo ini dilakukan 

dengan maksud menuntut Presiden Joko Widodo agar mencabut Peraturan 

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Mereka berpendapat bahwa 

formulasi kenaikan upah minimal berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi telah 

melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Demo ini tidak hanya berupa 

penuntutan kepada Presiden Joko Widodo saja, namun para buruh juga membuat 

                                                           
7
 Pasal 1 Angka 30 UU Ketenagakerjaan 

http://bisnis.liputan6.com/read/2385864/tolak-upah-murah-10-ribu-buruh-demo-di-depan-istana-besok
http://bisnis.liputan6.com/read/2385864/tolak-upah-murah-10-ribu-buruh-demo-di-depan-istana-besok
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surat gugatan judicial review yang ditujukan ke Mahkamah Agung terkait PP Nomor 

78 Tahun 2015.
8
 

PP Nomor 78 Tahun 2015 mendapat respon negatif dari mayoritas pekerja. 

Hal ini tercermin dari adanya demo di depan Istana Negara oleh Komite Persatuan 

Rakyat yang meminta pemerintah membatalkan PP Nomor 78 Tahun 2015. Menurut 

mereka PP Nomor 78 Tahun 2015 lebih berpihak kepada kepentingan para 

pengusaha. Selain itu, PP Nomor 78 Tahun 2015 juga dianggap mengabaikan harga 

kebutuhan pokok setiap tahunnya yang menjadi patokan komponen hidup layak.
9
 

Persepsi terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 tidak hanya muncul dari satu 

kalangan yaitu kalangan pekerja saja, namun juga muncul dari perwakilan 

pemerintah. Apabila para pekerja menyatakan kontra terhadap ketentuan dalam PP 

Nomor 78 Tahun 2015, maka pihak dari pemerintah menyatakan pro terhadap 

ketentuan tersebut. 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, PP Nomor 78 Tahun 2015 

harus dipatuhi. Hanif menyatakan bahwa PP Nomor 78 Tahun 2015 telah diregulasi 

dengan melibatkan berbagai pihak dan dibuat seadil mungkin. Bahkan dampak 

terhadap para pengangguran agar memperoleh pekerjaan juga sudah dipikirkan. Pada 

dasarnya PP Nomor 78 Tahun 2015 telah melindungi buruh agar tidak di PHK, 

melindungi mereka yang belum pekerja, dan memperbanyak lapangan kerja. Selain 

                                                           
8
 Gempur M Surya, “Ribuan Buruh Akan Bergerak dari Patung Kuda Menuju Istana”, 

http://news.liputan6.com/read/2386192/, diakses pada tanggal 22 Januari 2016 
9
 Said Iqbal, “Selamatkan Upah Buruh Indonesia”, http://www.kompasiana.com/ diakses pada tanggal 

22 Januari 2016 

http://news.liputan6.com/read/2386192/
http://www.kompasiana.com/saidiqbal/selamatkan-upah-buruh-indonesia,
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itu, pengusaha bisa melakukan perencanaan dengan lebih baik sehingga usaha 

semakin berkembang karena kenaikan upah pekerja memiliki formulasi yang jelas 

dan terperinci.
10

 

Hal yang menjadi permasalahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2015 adalah adanya pro kontra antara pemerintah dan masyarakat, hal ini 

dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing pihak yang berbeda-beda dan lebih 

mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Persepsi terkait Peraturan 

Pemerintah yang dilakukan antara dua pihak ini berbeda, sehingga akibatnya ialah 

melahirkan pemahaman yang berbeda pula. 

Para pekerja merasa bahwa pemerintah lebih berpihak pada pengusaha dengan 

mengesampingkan hak pekerja. Sedangkan di pihak pemerintah sendiri beranggapan 

bahwa ketentuan pengupahan tersebut diregulasi untuk memudahkan pemerintah 

dalam meninjau KHL. Selain itu, juga membantu pengusaha agar lebih mudah dalam 

menentukan upah pekerja. Ini juga merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah 

bagi pengusaha dan pekerja apabila terjadi pailit terhadap perusahaan. Sesungguhnya 

Peraturan Pemerintah ini dibuat hanya untuk memudahkan antara pengusaha dan 

pekerja. 

Berdasarkan konsep Islam, regulasi peraturan pemerintah ini merupakan 

manifestasi maslahah mursalah, karena maslahah mursalah sendiri lahir dari hasil 

ijtihad para mujtahid untuk melahirkan hukum baru dalam menyelesaikan 

                                                           
10

Angling Adhitya Purbaya, “Pro Kontra PP Pengupahan, Menteri Hanif: Merasa Indonesia, Ikuti 

PP!”,http://news.detik.com/ diakses pada tanggal 22 Januari 2016 

http://news.detik.com/berita/3064241/pro-kontra-pp-pengupahan-menteri-hanif-merasa-indonesia-ikuti-pp
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permasalahan yang sifatnya kekinian. Mashlahah mursalah adalah suatu  

kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada 

pembatalnya.
11

 Dalam agama Islam, terdapat beberapa prinsip dasar dalam 

pembentukan sebuah norma atau hukum. Penetapan hukum Islam atas manusia 

senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan 

situasi dan kondisi masyarakat. 

Maka hukum yang ditetapkan bisa diterima dengan lapang dada dikarenakan 

sesuai dengan akal. Penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu:
12

 

1. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum 

2. Hukum ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan 

memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya 

3. Hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 

Allah tidak hendak menyulitkan kamu.
13

 

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan.
14

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk mencoba 

mengkaji bagaimana perubahan ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 

                                                           
11

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 356 
12

 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2013), h. 117 
13

 QS. Al-Maidah (5): 6 
14

 QS. Al-Hajj (22): 78 
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2015 tentang Pengupahan jika ditinjau berdasarkan prinsip hukum ketenagakerjaan 

dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan berdasarkan teori Maslahah Mursalah 

melalui penelitian yang berjudul“Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan 

Pengupahan di Indonesia Melalui Teori Maslahah Mursalah (Studi Terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan).” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana perubahan ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 

2015 jika ditinjau berdasarkan prinsip hukum ketenagakerjaan dalam Undang-

undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003? 

2. Bagaimana perspektif teori Maslahah Mursalah terhadap perubahan ketentuan 

pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perubahan ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 78 

Tahun 2015 jika ditinjau berdasarkan prinsip hukum ketenagakerjaan dalam 

Undang-undang Ketenagakerjaan. 

2. Untuk mengetahui perspektifteori Maslahah Mursalah terhadap perubahan 

ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teori 

 Penelitian ini erat hubungannya dengan matakuliah Hukum 

Ketenagakerjaan dan Fiqh Muâmalah sehingga dengan melakukan penelitian 

ini, diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam khasanah ilmu 

pengetahuan dan pendidikan di dunia bisnis (muâmalah). 

2) Manfaat Praktis 

 Penelitian ini memfokuskan kepada analisis terhadap ketentuan 

pengupahan di Indonesia studi terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 menurut 

teori maslahah mursalah. Sehingga diharapkan pihak lain yang 

berkepentingan bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan, referensi atau bahan masukan untuk penelitian sejenis. Serta 

sebagai acuan untuk mengaplikasikannya di dunia kerja. 

E. Definisi Operasional 

Berdasarkan judul skripsi yang diambil oleh peneliti di atas, terdapat istilah 

yang memerlukan definisi lebih lanjut supaya mampu dipahami secara tepat, 

istilah tersebut adalah: 

Teori maslahah mursalah pada penelitian ini menggunakan pendapat ulama 

Najmuddin Ath-Thufi yang masyhur dengan teori maslahah mursalahnya. Beliau 

menyatakan bahwa, “jika teks qath‟i dalam tsubut dan dilalah-nya memiliki 

kontradiksi dengan kemaslahatan, maka kemaslahatan harus didahulukan serta 

teks harus dianulir dan dibekukan. Karena pada dasarnya syariat datang untuk 
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kemaslahatan manusia. Dengan demikian, tidak bisa dibayangkan jika 

kemaslahatan harus ditolak dan dibatalkan.”
15

 

F. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian  

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). 

Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam 

hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.
16

 

 Penelitian  hukum  normatif  membahas  doktrin-doktrin  atau asas-

asas  dalam  ilmu  hukum.
17

 Penelitian  hukum  dimulai  dengan melakukan  

penelusuran  terhadap  bahan-bahan  hukum  sebagai  dasar untuk membuat 

suatu keputusan (legal decision making) terhadap kasus-kasus hukum  yang 

konkret.
18

 Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena peneliti ingin  

mengkaji perubahan ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 

berdasarkan prinsip hukum ketenagakerjaan dalam Undang-undang 

Ketenagakerjaan dan teori Maslahah Mursalah. 

 

 

                                                           
15

 Yusuf Al-Qardhawi, Dirâsah fî Fiqh Maqâshid Asy-Syarî‟ah (Baina Al-Maqâshid Al-Kulliyyah wa 

An-Nushûsh Al-Juz‟iyyah). Diterjemahkan oleh H. Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2007), h. 111 
16

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23 
17

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika), h. 31 
18

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007), h. 299 
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2) Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (statue  

approach) merupakan penelitian yang menelaah semua peraturan  

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang diteliti.
19

Adapun pengertian lain mengenai pendekatan perundang-

undangan, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
20

 Peneliti  

menggunakan pendekatan undang-undang karena untuk meneliti aturan  

perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan pengupahan yaitu 

PP Nomor 78 Tahun 2015. 

 Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep. 

Konsep memiliki arti memahami, menerima, menangkap. Salah satu fungsi 

dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari 

sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.
21

 Pendekatan  

konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep pengupahan, baik  

konsep dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 maupun konsep teori maslahah 

mursalah sebagai representatif hukum Islam. 

 

 

                                                           
19

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2013), h. 21 
20

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 92 
21

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi…, h. 306 
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3) Sumber Bahan Hukum  

 Penelitian hukum normatif menggunakan data yang dikenal adalah 

data sekunder, yakni data yang tidak berasal langsung dari sumbernya, seperti 

dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Data 

sekunder ini kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis data, yakni 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a) Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, 

seperti norma atau peraturan dasar berupa undang-undang. Undang-

undang yang  digunakan  dalam penelitian ini di antaranya adalah: 

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003tentang Ketenagakerjaan 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 

Upah 

4) Permenaker Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan 

Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak 

sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 13 Tahun 2012  

5) Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 tentang Upah Minimum. 

b) Bahan Hukum Sekunder  

 Bahan hukum sekunder adalah Al-qur‟an, hadits, kaidah fiqh, buku 

tentang maslahah mursalah, buku ketenagakerjaan, jurnal ilmiah, hasil 

penelitian dan internet. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan  petunjuk maupun  

penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, dan kamus bebar bahasa Indonesia.
22

 

4) Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi karena  

penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Peneliti mengumpulkan  bahan-

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder berupa dokumen 

tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, hasil  penelitian, jurnal 

ilmiah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengupahan dan maslahah 

mursalah, baik yang tersedia di perpustakaan maupun mengunduh di website. 

5) Metode Pengolahan Data 

 Tahap pertama yang dilakukan untuk mengolah data yang telah 

diperoleh adalah mengklasifikasikan bahan hukum hasil kerja awal pada 

penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan (classifying) 

berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015 

dan teori maslahah mursalah. Tahap selanjutnya adalah mengelola (verifying) 

peraturan pemerintah tersebut, dan dilanjutkan dengan menganalisisanya 

(analyzing) menggunakan prinsip hukum ketenagakerjaan dan teori maslahah 

mursalah sehingga mudah untuk membuat kesimpulan (concluding). 

                                                           
22

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian…, h. 24 
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G. Penelitian Terdahulu 

1. Heri Setiawan dalam skripsi yang berjudul “Upah Pekerja/Buruh Perspektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini mengkaji tentang 

bagaimana standarisasi penetapan upah yang diregulasi dalam hukum positif 

dan hukum Islam. Standarisasi upah dalam hukum positif adalah untuk 

memanifestasikan kehidupan yang layak yang diukur melalui seberapa besar 

nominal upah tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam standarisasi upah 

tidak hanya melihat dari segi materi atau nominalnya saja, namun juga dari 

aspek moral dan manfaat bagi pekerja. Selain itu, dalam skripsi ini juga 

membahas mengenai perbedaan sistem upah dalam hukum positif dan hukum 

Islam, yang meliputi tiga aspek yaitu dalam aspek nilai upah, bentuk upah 

dan waktu pembayaran upah.
23

 

2. Mohammad Wildan Azmi dalam skripsi yang berjudul “Pemberian Upah 

(Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan)”. Penelitian ini mengkaji tentang pembahasan 

upah dalam ekonomi Islam (ijarah) yang membagi upah dalam 3 kriteria 

yaitu upah minimum, upah tertinggi dan upah sebenarnya. Sedangkan dalam 

hukum positif, upah meliputi upah minimum, upah lembur, upah tidak masuk 

kerja karena berhalangan dan lain-lain. Namun pada hakikatnya keduanya 

                                                           
23

 Heri Setiawan, Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Yogyakarta: 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014) 
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memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan kelayakan hidup pada 

seluruh masyarakat.
24

 

3. Zulkhairi Hadi Syam dalam skripsi yang berjudul “Pengupahan Karyawan 

dalam Perkspektif Fiqh Mu‟amalah (Studi Kasus pada Industri Konveksidi 

Pulo Kalibata Jakarta Selatan)”. Penelitian ini mengkaji tentang konsep 

upah dalam fiqh mu‟âmalah yang menekankan pada sisi akadnya, akad yang 

menjadi representatif pengupahan ialah akad ijârah yang menekankan pada 

kemanfaatan dalam pekerjaan yang dilakukan, dan akad ju‟âlah yang melihat 

pada tingkat keberhasilan pekerja dalam melaksanakan tugasnya.
25

 

 Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No. Nama/Fakultas/PT/

Tahun 

Judul Objek 

Formil 

Objek Materil 

1. Heri 

Setiawan/Syariah 

dan Hukum/UIN 

Sunan 

Kalijaga/2014 

Upah 

Pekerja/Buruh 

Perspektif 

Hukum Positif 

dan Hukum 

Islam 

Ketentuan 

upah 

pekerja 

dalam 

hukum 

positif dan 

hukum 

Islam 

Standarisasi upah dalam 

hukum positif adalah 

KHL yang diukur melalui  

besar nominal upah. 

Sedangkan dalam hukum 

Islam standarisasi upah 

juga dilihat dari aspek 

moral dan manfaat bagi 

pekerja. 

2. Mohammad 

Wildan 

Azmi/Syariah dan 

Hukum/UIN Sunan 

Kalijaga/2014 

Pemberian 

Upah (Studi 

Komparatif 

Hukum Islam 

dan Undang-

Ketentuan 

upah 

pekerja 

dalam 

hukum 

Upah dalam ekonomi 

Islam (ijârah) terbagi 

dalam 3 kriteria yaitu 

upah minimum, upah 

tertinggi dan upah 
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 Mohammad Wildan Azmi, Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), (Yogyakarta: Fakultas Hukum dan Syariah UIN 

Sunan Kalijaga, 2014) 
25

 Zulkhairi Hadi Syam, Pengupahan Karyawan dalam Perkspektif Fiqh Mu‟amalah (Studi Kasus 

pada Industri Konveksidi Pulo Kalibata Jakarta Selatan), (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah, 2011) 
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undang Nomor 

13 Tahun 2003 

tentang 

Ketenagakerja

an) 

positif dan 

hukum 

Islam 

sebenarnya. Sedangkan 

hukum positif, upah 

meliputi upah minimum, 

upah lembur, upah tidak 

masuk kerja karena 

berhalangan. 

3. Zulkhairi Hadi 

Syam/Syariah dan 

Hukum/UIN Syarif 

Hidayatullah/2011 

Pengupahan 

Karyawan 

dalam 

Perkspektif 

Fiqh 

Mu‟amalah 

(Studi Kasus 

pada Industri 

Konveksidi 

Pulo Kalibata 

Jakarta 

Selatan) 

Ketentuan 

upah 

pekerja 

dalam 

hukum 

positif dan 

hukum 

Islam 

Upah pada penelitian ini 

ditekankan pada akad 

yang digunakan. Yaitu 

akad ijârah dan ju‟âlah. 

 

 Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu memiliki tema serupa, 

yaitu tentang ketentuan pengupahan dalam hukum positif dan hukum Islam. Tetapi 

belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema  yang sedang dikaji oleh 

peneliti. Fokus penelitian ini adalah perubahan ketentuan pengupahan dalam PP 

Nomor 78 Tahun 2015 yang ditinjau berdasarkan prinsip hukum ketenagakerjaan 

dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Selain itu, peneliti ingin mengkaji 

pandangan teori maslahah mursalah Najmuddin Ath-Thufi terhadap perubahan 

ketentuan pengupahan tersebut. 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penelitian terdahulu, metode 
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penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang memuat tentang permasalahan 

yang menjadi ide pokok penelitian ini. Rumusan masalah memuat pertanyaan-

pertanyaan yang dijawab melalui penelitian. Kemudian metode penelitian berisi 

langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, 

menganalisa hingga membuat kesimpulan. Metode penelitian terdiri dari jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan 

data. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu untuk mengetahui orisinalitas 

penelitian. Bagian terakhir adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan 

susunan penelitian secara umum. 

Bab II merupakan pembahasan tentang kajian pustaka. Dalam bab ini meliputi 

tinjauan umum tentang pengupahan yang membahas konsep perjanjian kerja, konsep 

pengupahan, prinsip hukum ketenagakerjaan dalam UU Ketenagakerjaan, dan 

pengupahan menurut Permenaker Nomor 13 Tahun 2012. Selanjutnya dalam bab ini 

juga membahas tentang tinjauan umum maslahah mursalah meliputi konsep maslahah 

mursalah, kaidah yang digunakan dalam masalahah mursalah dan teori maslahah 

mursalah menurut Najmuddin Ath-Thufi.  

Bab  III  merupakan  paparan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang 

perubahan ketentuan pengupahan PP Nomor 78 Tahun 2015 jika ditinjau berdasarkan 

prinsip hukum ketenagakerjaan dan menganalisanya berdasarkan teori maslahah 

mursalah menurut Najmuddin Ath-Thufi. Pada bab ini ada dua sub-bab yaitu  

pertama, membahas  tentang  perubahan ketentuan pengupahan di Indonesia dengan 

studi analisis PP Nomor 78 Tahun 2015 yang ditinjau berdasarkan prinsip hukum 
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ketenagakerjaan. Kedua membahas tentang perspektif teori maslahah mursalah 

Najmuddin Ath-Thufi dalam menganalisa perubahan ketentuan pengupahan tersebut. 

Bab IV berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada  

dalam penelitian ini. Kesimpulan memuat pokok-pokok atau inti dari permasalahan 

yang telah dipaparkan. Pada bab ini  juga memuat saran-saran sebagai penutup. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Pengupahan 

1. Konsep tentang Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan 

Arbeidsovereenkoms, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian yang 

pertama disebutkan dalam pasal 1601 a KUH Perdata yaitu: 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, 

mengikatkan dirinya untuk dibawahnya perintah pihak yang lain si majikan 

untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.” 

 

Pengertian perjanjian kerja juga dikemukakan pakar hukum perburuhan Prof. 

R. Iman Soepomo, S.H. yang menerangkan bahwa 

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu, buruh, 

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima pada pihak lainnya, majikan 

yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.
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Menurut Prof. Subekti, S.H. yang dimaksud perjanjian kerja adalah  

Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, yang mana 

perjanjian tersebut ditandai dengan ciri adanya upah atau gaji tertentu yang 

diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (suatu hubungan yang 

mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati 

oleh buruh-nya).
26

 

 

Selanjutnya, perjanjian kerja diatur dalam Bab IX pasal 1 angka 14 UU Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 1 Nomor 15 UU Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menimbulkan Hubungan kerja mempunyai 

unsur  pekerjaan, upah dan perintah.
27

 

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH 

Perdata. Ketentuan ini juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas 

dasar:
28

 

 

                                                           
26

 Djumadi, Hukum Perburuhan (Perjanjian Kerja), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29-

30 
27

 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.7 
28

 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 57 
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a. Kesepakatan kedua belah pihak (Pengusaha-Pekerja) 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

c. Adanya perkerjaan yang diperjanjikan 

d. Perkerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan UU tersebut dijelaskan bahwasannya isi dari perjanjian kerja tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya apabila di perusahaan telah 

ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja baik 

kualitas maupun kuantitasnya tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.
29

 

Seorang pakar hukum perburuhan dan hukum sosial Belanda yang bernama Rood 

mengatakan bahwa perjanjian kerja mengandung empat (4) unsur, yaitu
30

: 

a. Adanya unsur Perkerjaan (Work) 

Suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja 

yang membuat perjanjian kerja merupakan unsur yang penting dalam 

perjanjian kerja. Perkerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah 

berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. Pekerja yang 

                                                           
29

 F.X. Djumialdji, Perjanjian…, h. 22 
30

 Koko Kosidin, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan, (Bandung: 

Mandar Maju, 1999), h.10 
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melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja tersebut, pada pokonya 

wajib untuk melaksanakannya sendiri. 

b. Adanya unsur Pelayanan (Service) 

Bahwa yang melakukan pekerjaan sebagai menifestasi adanya 

perjanjian kerja tersebut adalah pekerja harus tunduk pada atau dibawah 

perintah orang lain, yaitu pengusaha. Dengan adanya ketentuan tersebut maka 

pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya maka pekerjaan tersebut harus 

bermanfaat bagi pengusaha. 

c. Adanya unsur Waktu tertentu (Time) 

Maksud dari unsur time atau waktu tertentu di sini bahwa dalam 

melakukan hubungan kerja tersebut haruslah disesuaikan dengan waktu yang 

telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu pekerja tidak boleh melakukan pekerjaannya 

dengan sekehendak hatinya, begitu juga dengan pengusaha juga tidak boleh 

mempekerjakan pekerjanya seumur hidup. 

d. Adanya unsur Upah (Pay) 

Unsur pay atau upah ini merupakan unsur yang penting dan 

menentukan dalam setiap perjanjian kerja. Namun apabila seorang bekerja 

dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat bagi pekerja dan bukan bertujuan 

untuk mencari upah, maka sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian kerja sehingga unsur pay dalam perjanjian kerja ini tidak terpenuhi. 
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Dalam hukum Islam, perjanjian disebut dengan istilah akad, pengertian akad 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam adalah 

Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 

 

Selain telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, pengertian 

akad atau perjanjian juga dikemukakan oleh beberapa ulama‟ di antaranya ialah
31

: 

1) Ulama Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanabilah 

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya 

sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya 

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perkawinan dan gadai. 

 

2) Ulama fiqh 

Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara‟ 

yang berdampak pada objeknya. 

 

3) Menurut Ahmad Azhar Basyir
32

 

Suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara‟ dan 

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. 

 

Akad merupakan perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan 

ketentuan syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.
33

 Dalam 

melakukan akad, mukallaf harus mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi unsur 

                                                           
31

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43 
32

 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013), h. 52 
33

 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syari‟ah Edisi Pertama, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2009), h. 12 



23 
 

 
 

akad, istilah ini disebut dengan istilah rukun akad. Rukun akad dalam mu‟âmalah 

meliputi: 

a. Orang yang akad 

b. Sesuatu yang diakadkan 

c. Shighat  

Mengenai perjanjian kerja di atas, Islam menyebutnya dengan istilah akad 

ijârah. Akad ijârah secara umum berarti jual beli jasa (upah mengupah) atau 

mengambil manfaat tenaga manusia.Upah mengupah atau ijârah merupakan jual beli 

jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun 

rumah, dan lain-lain. Bentuk ijârah ada dua, yaitu ijârah khusus yang dilakukan 

seorang pekerja kepada majikannya yang memberikan upah, dan ijârah musytarik 

yang dilakukan melalui mitra atau multi majikan.
34

 

2. Konsep tentang Pengupahan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan upah ialah 

uang, gaji, imbalan dan bentuk lainnya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau 

sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
35

 

Upah merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam sebuah hubungan 

kerja. Hal ini dasarkan kepada pengertian dari hubungan kerja itu sendiri. Hubungan 

kerja yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian 

                                                           
34

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah…, h. 133 
35

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 

1451 
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oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk 

bekerja pada majikan dengan menerima upah sedangkan majikan menyatakan 

kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.
36

 Pasal 1 

angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menjelaskan bahwa  

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain.  

 

Pelaksanaan pekerjaan dalam hubungan kerja ini diatur pula dalam hukum 

perdata, yaitu KUH Perdata Bab 7 Buku III tentang perikatan yang termaktub dalam 

pasal 1601 sampai pasal 1603 yang menyatakan 

Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dijalankan oleh pekerja untuk 

majikannya dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. 

 

Dengan demikian, bekerja adalah pengerahan tenaga kerja atas jasa seseorang 

yang telah terikat oleh perjanjian dengan orang lain dengan tunduk kepada perintah 

dan kepentingan orang lain tersebut dengan maksud memperoleh imbalan atau 

upah.
37

 

Upah merupakan satu hal yang bersifat urgen dalam sebuah hubungan kerja. 

Karena upah merupakan hak formil dalam perjanjian kerja. Mengenai definisi dari 

upah itu sendiri telah diregulasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

                                                           
36

 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan. (Jakarta: Djambatan, 1990), h. 53 
37

 Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. (Bandung: Armico, 1990), h. 17 
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tentang Ketenagakerjaan. Upah menurut pasal 1 ayat (30) UU Nomor 13 Tahun 2003 

adalah:
38

 

a. Hak pekerja/ buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas 

suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.  

b. Upah yang diterima pekerja/ buruh dinyatakan dalam bentuk uang. 

c. Upah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan. 

d. Tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya merupakan komponen dari 

upah. 

Upah dan hak lainnya dari pekerja adalah utang yang harus didahulukan 

pembayarannya, yaitu harus dibayar lebih dulu daripada utang lainnya. Atau dengan 

kata lain, pekerja sebagai kreditur atas upahnya merupakan kreditur istimewa. 

Pembayaran upah pekerja/ buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan 

kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

timbulnya hak (Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003).
39

 

Regulasi terkait ketentuan upah dalam hukum positif dinyatakan dalam 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, ketentuan tersebut dijelaskan dalam 

beberapa pasal, yaitu pasal 88 ayat (1) dan pasal 89 ayat (1):
40

 

                                                           
38

 Devi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan…, h. 89 
39

 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Terkait Lainnya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 89 
40

 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Bahwa upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan 

upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

Dengan demikian, untuk ketentuan penetapan upah bagi pekerja, akan 

diberikan dengan ketentuan tingkat daerah atau berdasarkan pada jenis sektor di 

wilayah tersebut. Ketentuan upah dipertegas pada pernyataan bahwa pengusaha 

dilarang memberikan upah pekerja di bawah dari upah minimum. Tujuan dari 

ketentuan ini ialah sebagai upaya pemerintah dalam memanifestasikan kehidupan 

para pekerja kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 

Komponen upah merupakan segala bentuk pemberian yang dinyatakan dalam 

bentuk uang dari pengusaha kepada pekerja. Dalam hal ini terdapat beberapa 

komponen yang dapat dinyatakan sebagai upah pekerja. Komponen upah terdiri dari 

upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh 

puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
41

 

Ketentuan pengupahan juga diatur dalam hukum Islam. Representatif kegiatan 

muamalah ini adalah akad ijarâh. Dalam memahami definisi ijarâh, para ulama fiqh 

memberikan definisi ijarâh dengan makna yang berbeda-beda, yaitu:
42

 

1) Ulama Hanafiyah:
43

 

                                                           
41

 Pasal 94 UU Ketenagakerjaan 
42

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah…, h. 121 
43

 Abdul Rahman Al-Jaiziri, Al-Fiqh „Alȃ  Madzȃ hib Al-Arba‟ah Juz 3 , (Beirut: Daar Al-Kutub Al-

Ilmiyah, 2003), h. 86. 
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Akad atas suatu kepemilikan kemanfaatan yang mengandung maksud 

tertentu dari barang yang dipinjamkan dengan pengganti 

2) Ulama Syafi‟iyah
44

 

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 

mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti 

tertentu. 

3) Ulama Malikiyah dan Hanabilah
45

 

Akad atas suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan 

mengambil sesuatu atas suatu barang dengan pengganti tertentu. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan ijarâh adalah transaksi untuk mengambil kemanfaatan yang dibolehkan dari 

barang yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang diketahui atau transaksi jasa 

yang diketahui dengan alat tukar yang diketahui pula.
46

 

Ijârah memiliki dua makna yaitu sewa-menyewa dan upah mengupah. Dalam 

hakikatnya ijârah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Apabila dalam 

konteks akad upah-mengupah, maka ijârah ialah menjual tenaga atau kekuatan. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijârah adalah menjual manfaat atas barang atau 

mengambil manfaat tenaga manusia berupa jasa.
47

 

                                                           
44

 Abdul Rahman Al-Jaiziri, Al-Fiqh „Alȃ ..., h. 89 
45

 Abdul Rahman Al-Jaiziri, Al-Fiqh „Alȃ ..., h. 90 
46

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 113 
47

 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah…, h. 121 
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 “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”
48

 

 

Rukun dan syarat dalam ijârah atau upah mengupah meliputi:
49

 

a. Rukun ijârah 

1) Mu‟jîr yaitu orang yang memberikan upah dan menyewakan 

2) Musta‟jîr yaitu  orang yang  menerima upah untuk melakukan sesuatu 

dan menyewa sesuatu  

3) Objek yaitutu pekerjaan dan barang yang dijadikan objek kerja harus 

memiliki manfaat yang jelas 

4) Sighat (ijab dan qabul), Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama 

(mu‟jir) untuk menyewakan barang dan jasa, sedangkan qabul adalah 

jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau 

jasa yang dipinjamkan oleh mu‟jir. 

5) Imbalan atau upah yaitu upah sebagaimana terdapat dalam kamus 

umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan 

sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah 

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. 

b. Syarat Ijârah 

a) Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal 

                                                           
48

QS. Al-Baqarah (2): 233 
49

Rahmat Syafe‟i, Hukum Muamalah…, h. 130 
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b) Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijârah 

c) Manfaat yang menjadi objek ijârah harus diketahui secara sempurna 

d) Objek ijârah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan 

tidak bercacat 

e) Manfaat dari objek tersebut harus dibolehkan oleh agama, maka tidak 

boleh ijârah terhadap maksiat.  

f) Upah atau sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau 

dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. 

Dalam rukun dan syarat ijârah dijelaskan bahwa ujroh disyaratkan diketahui 

jumlahnya oleh kedua belah pihak. Untuk pembayaran ujroh, jika ijârah itu adalah 

pekerjaan maka kewajiban pembayaran ujrohnya adalah pada waktu berakhirnya 

pekerjaan.
50

: 

 

“Dikabarkan Muhammad bin Ali bin Daud berkata dikabarkan Said bin 

Mansyur berkata dikabarkan Muhammad bin „Imar Al-Mu‟adzin dari Al-

Muqabbari dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda Berikan 

kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
51

 

 

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pengupahan dalam 

Islam, yaitu:
52

 

                                                           
50

 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 172 
51

 Maktabah Syamilah, Sunan Ibnu Majah Bab Upah –Mengupah, Juz 2, hal. 817 
52

 Ridwan, Fiqih Perburuan, (Yogyakarta: Centra Grafindo, 2007), h. 88 
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1) Upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai (sebelum keringat pekerja kering) 

2) Upah hendaknya dibayar secepatnya sesuai perjanjian 

3) Upah diberikan dengan ukuran yang patut  

4) Majikan menetapkan upah sebelum buruh bekerja 

Dalam buku lain dijelaskan bahwa konsep pemberian upah bagi pekerja 

memiliki beberapa syarat. Sejumlah  persyaratan  yang  berkaitan dengan ujrah 

(upah) tersebut ialah sebagai berikut:
53

 

1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, 

sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa 

kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan 

umum. 

2) Upah harus berupa mâl mutaqaâwwim dan upah tersebut harus dinyatakan 

secara jelas. Karena  upah  merupakan  pembayaran  atas  nilai  manfaat,  nilai 

tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. 

Adanya sebuah akad melahirkan adanya hak dan kewajiban antar pihak yang 

berhubungan. Adapun hak dan kewajiban dalam ijarâh meliputi:
54

 

Tabel 1.2 Hak dan Kewajiban antara mu‟jir dan musta‟jir 

No.  Pihak menyewakan (mu‟jir) Pihak penyewa (musta‟jir) 

1.  Menerima pembayaran harga 

sewa atau upah sesuai dengan 

yang disepakati dalam ijarâh 

Memanfaatkan barang dan atau jasa 

perbuatan sesuai yang disepakati dalam 

ijarâh 
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2. Menyediakan barang atau jasa 

yang disewakan 

Membayar harga sewa atau upah sesuai 

yang disepakati dalam ijarâh 

3. Menanggung pembiayaan 

barang yang disewakan atau jasa 

yang diberikan 

Bertanggung jawab untuk menjaga 

keutuhan barang serta menggunakannya 

sesuai yang disepakati dalam ijarâh 

4. Menjamin bila terdapat cacat 

pada barang yang disewa 

Menanggung biaya pemeliharaan barang 

yang sifatnya ringan sesuai yang 

disepakati dalam ijarâh 

5. Bertanggung jawab atas 

kerusakan barang yang 

disewakan yang bukan 

disebabkan kelalaian penyewa 

dalam penggunaan 

Bertanggung jawab atas kerusakan barang 

yang disewa disebabkan pelanggaran atau 

kelalaian penyewa 

6. Menyatakan secara tertulis 

pernyataan ijab 

Menyatakan secara tertulis pernyataan 

qabul 

 

3. Prinsip Hukum Ketenagakerjaan pada UU Nomor 13 Tahun 2003  

Istilah prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hukum dasar atau 

sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat.
55

 Prinsip merupakan sebuah 

pondasi dalam menetapkan norma atau hukum. Sedangkan menurut R.H Soebroto 

Brotodiredjo, prinsip adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak 

sesuatu, hal yang inherent dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya dan 

bersifat esensial. Adapun yang dimaksud dengan prinsip hukum sendiri menurut 

Bellefroid ialah
56

 

Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum 

tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Prinsip hukum 

umum merupakan pengendapan dari hukum positif. 

 

Menurut Satjipto Rahardjo, prinsip hukum yaitu  
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Mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila membaca suatu 

peraturan hukum, mungkin kita menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi 

prinsip hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu atau 

setidak-tidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu. 

 

Menurut Van Eikema Hommes, prinsip hukum adalah 

Tidak boleh dianggap sebaga norma-norma hukum yang konkret tetapi perlu 

dipandang sebagai dasar hukum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. 

Dengan kata lain, prinsip hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum positif.
57

 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan 

prinsip hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, 

dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.
58

 

Prinsip hukum yang dimaksud dalam bagian ini adalah prinsip hukum 

ketenagakerjaan, yaitu segala dasar hukum yang sedang berlaku yang pada pokoknya 

mengatur hubungan antara hubungan kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan 

tenaga kerja dan antara tenaga kerja dengan pengusaha yang mana dalam hubungan 

tersebut disertai upah.
59

 Selanjutnya, yang dimaksud dengan prinsip hukum 

ketenagakerjaan di sini ialah prinsip hukum yang terkandung dalam UU 

Ketenagakerjaan, di antaranya ialah: 

a) Prinsip Demokrasi 

 

Demokrasi adalah sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat 

turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. 

Dapat pula berarti sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan 
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persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara 

demokrat.
60

 

Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi pedoman bagi setiap anggota 

masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pekerja, pengusaha dan 

pemerintah sebagai para pelaku proses produksi barang dan jasa harus melaksanakan 

Pancasila dalam kehidupan di tempat kerja agar terjalin hubungan serasi, selaras dan 

seimbang. Perilaku ini disebut dengan hubungan industrial yang merupakan 

pengejawantahan dari Pancasila. Pelaksanaan hubungan industrial dilandaskan pada 3 

(tiga) prinsip, yaitu prinsip kekeluargaan, gotong royong dan prinsip musyawarah 

untuk mufakat.
61

 

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas 

pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan 

merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 

keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan 

pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan 

secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.
62

 

 

Prinsip demokrasi sendiri meliputi 2 (dua) aspek, yaitu demokrasi antara 

pemerintah dengan warga Negara dan demokrasi antara pengusaha dengan pekerja. 

Bentuk prinsip demokrasi dalam dunia ketenagakerjaan yang terjalin antara 

pemerintah dengan warga Negara ialah sebagai berikut: 

Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi 

yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk 

membangun negara Indonesia  yang dicita-citakan.
63
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Prinsip demokrasi antara pengusaha dengan pekerja berarti adanya partisipasi 

antara pihak pekerja dan pihak pengusaha. Bentuk musyawarah untuk mufakat antara 

pihak pengusaha dengan pihak pekerja juga telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. 

Dalam pasal ini disebutkan bahwa bentuk prinsip demokrasi yang terjalin adalah 

berupa kesepakatan. 

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
64

 

 

Dari pasal di atas terlihat, bahwa adanya kesepakatan merupakan bentuk prinsip 

demokrasi dalam dunia ketenagakerjaan. Pekerja juga diberikan hak dalam 

pengaturan pengupahan berupa kesepakatan bersama. Sehingga musyawarah untuk 

mufakat sebagai bentuk prinsip demokrasi mampu terwujud. 

Selain pasal di atas, UU Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa prinsip 

demokrasi dalam hal musyawarah untuk mufakat antara pihak pekerja dengan pihak 

pengusaha juga diwujudkan dalam adanya perundingan antara serikat pekerja dalam 

sebuah instansi di mana mereka bekerja. 

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan 

antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh 

yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
65
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b) Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja Sesuai Harkat dan Martabat 

Kemanusiaan 

 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dinyatakan dalam penjelasan umum UU 

Ketenagakerjaan yaitu dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan 

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 

untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Dalam penjelasan umum UU Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa 

pembangunan  ketenagakerjaan  merupakan  bagian  integral  dari pembangunan 

nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta 

mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun 

spiritual.  

Pembangunan ketenagakerjaan yang menjadi bentuk integral dari pembangunan 

nasional ini dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa salah satu 

tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan ialah untuk memberdayakan dan 

mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. 

Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum 

dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, 

pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan menyeluruh dan 
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komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, 

peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.
66

 

 

Beberapa hak-hak dasar pekerja yang dinyatakan dalam UU Ketenagakerjaan 

yang selanjutnya merupakan hak perlindungan terhadap tenaga kerja sesuai harkat 

dan martabat kemanusiaan ialah sebagai berikut: 

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 

a.   keselamatan dan kesehatan kerja;  

b.   moral dan kesusilaan; dan  

c.  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama.
67

 

 

Hak dasar pekerja merupakan hak yang melekat pada diri pekerja yang dibawa 

sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas dari diri pekerja, maka menjadi turun derajat 

dan harkatnya sebagai manusia. Hak dasar pekerja adalah hak untuk memperoleh 

pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam UUD 

1945 yaitu pada pasal 27.
68

 Selain hak yang terdapat dalam UUD 1945, UU 

Ketenagakerjaan juga telah mengatur hak-hak pekerja yang lain. Hak-hak dasar 

tersebut ialah: 

1) Hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, 

perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi 

pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan 

tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
69

 

2) Hak dasar mogok kerja. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan 

serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai 

akibat gagalnya perundingan.
70
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3) Kebebasan  untuk  membentuk,  masuk  atau  tidak  masuk menjadi  anggota  

serikat  pekerja/serikat  buruh.
71

 

 

Perlu disadari bahwa perjuangan dalam mewujudkan pelaksanaan hak pekerja, 

diperlukan dukungan nyata dari seluruh kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, 

seperti Organisasi Serikat Pekerja. Karena serikat kerja berperan dalam menegakkan 

hak pekerja. Namun tidak semua serikat pekerja bersifat independen dan konsisten 

dalam membela anggotanya. Sehingga hak dasar pekerja ialah bebas untuk memilih 

antara membentuk dan masuk serikat kerja atau tidak.
72

 

Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar 

pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, 

dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak 

dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan  

jaminan sosial tenaga kerja.
73

 

 

Maksud dari harkat dan martabat kemanusiaan dalam prinsip ini ialah tidak 

hanya menganggap pekerja/buruh sebagai faktor produksi belaka, namun juga 

sebagai manusia pribadi yang memiliki sikap mental yang diinginkan, yaitu sikap 

“memanusiakan manusia” melalui kesadaran bahwa pekerja/buruh adalah manusia 

yang mempunyai martabat, harkat dan harga diri. Karena kewajiban dan tugas 

kemanusiaan adalah meningkatkan derajat, martabat, harga diri dan kesejahteraan 

pekerja/buruh.
74

 

Perlindungan sesuai harkat dan martabat ialah meliputi pula pada perlindungan 

dalam memberikan upah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 89 ayat (2) UU 
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Ketenagakerjaan, bahwa upah minimum pekerja harus mampu mewujudkan 

pencapaian KHL, hal ini dimaksudkan agar upah yang didapatkan pekerja telah 

sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. 

c) Prinsip Non Diskriminasi 

 

Prinsip non diskriminasi berarti prinsip untuk memperlakukan kepada setiap 

pekerja/buruh dengan perlakukan yang sama dan memberikan kesempatan dalam 

dunia kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan prinsip ini bertujuan mewujudkan 

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan 

perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha.
75

 

 

Maksud dari bunyi pasal di atas ialah bahwa pengusaha harus memberikan hak 

dan kewajiban kepada pihak pekerja/buruh tanpa membedakan antara jenis kelamin, 

suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.
76

  Karena dengan memberlakukan 

unsur-unsur di atas, maka telah menimbulkan ketidak adilan dan kesenjangan sosial 

antar warga Negara. 

Prinsip selanjutnya ialah kesamaan kesempatan kerja. Dalam pasal 4 UU 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan 

adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, ini juga merupakan bentuk 

prinsip non diskriminatif. Penjelasan pasal 4 huruf a UU Ketenagakerjaan 
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menyebutkan bahwa pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan 

kegiatan terpadu untuk memberikan kesempatan kerja seluas luasnya. 

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan 

memberikan kesempatan yang  sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh 

tenaga kerja.
77

 

 

d) Prinsip No Work No Pay 

 

Prinsip no work no pay yaitu prinsip tidak bekerja maka tidak dibayar. Karena 

pada dasarnya, upah bagi pihak pekerja diberikan oleh pengusaha apabila terpenuhi 

unsur-unsur dalam perjanjian kerja salah satunya ialah pekerjaan tertentu atau 

pelayanan. Namun demikian, prinsip yang diberlakukan dalam dunia ketenagakerjaan 

ini memiliki pengecualian terhadap beberapa kondisi.
78

 

Upah   tidak   dibayar   apabila  pekerja/buruh  tidak melakukan pekerjaan.
79

 

 

Penjelasan pasal di atas bahwa ketentuan tersebut  merupakan  prinsip  yang  

pada  dasarnya berlaku  untuk  semua  pekerja/buruh,  kecuali  apabila pekerja/buruh  

yang  bersangkutan  tidak  dapat melakukan  pekerjaan  bukan  karena kesalahannya. 

Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak berlaku, dan 

pengusaha wajib membayar upah apabila
80

: 

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;  

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya 

sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;  

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, 

mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran 

kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua 

atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; 
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d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena  sedang menjalankan 

kewajiban terhadap negara;  

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah 

yang diperintahkan agamanya; 

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi 

pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun 

halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;  

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat  buruh atas 

persetujuan pengusaha; 

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 

 

Dari pasal di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa kondisi pihak pekerja/buruh 

yang meskipun tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya, namun mereka tetap memiliki hak normatif tersebut. Dengan 

pengecualian, tidak dijalankannya pekerjaan mereka disebabkan kepada kondisi-

kondisi di atas. 

e) Prinsip Keterpaduan 

 

Keterpaduan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 

padu yang memiliki arti bersatu, utuh dan kuat. Prinsip keterpaduan berarti prinsip 

adanya kesatuan dan koordinasi antara pihak pemerintah pada tingkat pusat dan pihak 

pemerintah pada tingkat daerah. Pada hakikatnya, prinsip keterpaduan ini dilakukan 

untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pihak 

pengusaha dan pihak pekerja dalam dunia ketenagakerjaan. 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan 

melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
81
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Maksud dalam pasal ini adalah pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan 

secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung antara pihak pusat 

dan daerah.
82

 Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penetapan 

upah minimum ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan 

Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.Selain itu, prinsip keterpaduan juga 

diterapkan dalam menentukan komponen dan jenis KHL yang dilakukan dewan 

pengupahan tingkat proivinsi dan tingkat kabupaten/kota. Keterpaduan dilakukan 

untuk melakukan survei harga. 

Survei  dilakukan  oleh  dewan  pengupahan  provinsi  atau dewan  pengupahan 

kabupaten/kota  dengan  membentuk  tim  yang  keanggotaannya  terdiri  dari  

anggota dewan  pengupahan  dari  unsur  tripartit,  unsur  perguruan  

tinggi/pakar,  dan  dengan mengikutsertakan badan pusat statistik setempat.
83

 

 

Pengupahan dalam Islam diatur dalam bab ijârah. Ijârah merupakan salah satu 

bentuk kegiatan muamalah, sehingga konsep pengupahan dalam ijârah harus 

memenuhi prinsip-prinsip muâmalah. Beberapa prinsip tersebut ialah:
84

 

a) Prinsip Ilahiyah. Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat 

lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah. Artinya semua tingkah laku 

manusia harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. 
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b) Prinsip Kebebasan. Islam memberi kebebasan pada para pihak untuk 

melakukan segala bentuk perjanjian. Kebebasan ini bersifat mutlak selama 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

c) Prinsip Persamaan atau Kesetaraan. Manusia berinteraksi dengan orang 

lain dalam melakukan kegiatan muâmalah, dan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan melandaskan persamaan dan kesetaraan dan saling 

melengkapi. 

d) Prinsip Keadilan. Segala transaksi dalam bidang bisnis harus mampu 

memberikan hak yang sesuai kepada masing-masing pihak dan berlaku 

secara adil berdasarkan syariat Islam. 

e) Prinsip Kerelaan. Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan 

dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belak 

pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. 

f) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Kejujuran adalah hal yang harus 

dilakukan manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran 

tidak diterapkan maka telah merusak legalitas perjanjian itu sendiri. 

g) Prinsip Tertulis dan Kesaksian. Dalam perjanjian bisnis, supaya pihak 

selalu ingat isi perjanjian yang telah disepakati harus ditulis dan harus 

adanya saksi. 

4. Pengupahan Menurut Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 

Permenaker mengatur kriteria komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian 

kebutuhan hidup layak sebagaimana tercantum dalam pasal 88 ayat (1) UU 
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Ketenagakerjaan.Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

kebutuhan hidup layak (KHL) ialah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik fisik, non fisik dan sosial untuk 

kebutuhan 1 bulan. Nilai  masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui 

survei harga yang dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara berkala. 

Permenaker menjelaskan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada KHL dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu beberapa 

faktor yang menjadi pertimbangan adalah
85

: 

a) Nilai KHL yang diperoleh ditetapkan dari hasil survei 

b) Produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada 

periode yang sama 

c) Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB 

d) Kondisi pasar kerja, yang merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja 

dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama 

e) Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh 

perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada 

periode tertentu. 

 

Upah minimum ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) 

tahun. Komponen KHL dalam permenaker meliputi 7 (tujuh) unsur yaitu makanan 

dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta 

rekreasi dan tabungan. Dalam 7 (tujuh) unsur itu mengandung 45 komponen, contoh 

unsur makanan dan minuman seperti beras, susu, minyak, sayur, buah, teh dan 
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bumbu-bumbuan.
86

 Pelaksanaan survei harga dilakukan melakui beberapa tahap di 

antaranya
87

: 

a) Kuisioner adalah hal yang ditanyakan tim survei kepada responden 

b) Pemilihan tempat survei di pasar tradisional dan bukan pasar tradisional 

c) Waktu survei dilakukan di minggu pertama tiap bulan  

d) Responden yang dipilih meliputi pedangan dan penyedia jasa 

e) Metode survei harga dilakukan dengan melakukan penyamaran. 

 

5. Pengupahan Menurut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

 

Sebelum dibuat PP Nomor 78 Tahun 2015, sudah pernah di buat PP Nomor 18 

Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Pada penjelasan umunya dijelasakan bahwa 

PP ini dibuat dengan tujuan mengupayakan ekonomi ke arah stabilitas yang makin 

mantap dan untuk mengganti hukum tenaga kerja dari KUHPerdata. Pada PP ini, 

yang dimaksud dengan upah adalah tidak termasuk upah lembur. Sistem upah pada 

PP ini didasarkan pada prestasi buruh dan tidak dipengaruhi oleh tunjangan yang 

tidak ada hubungannya dengan prestasi kerja. 

PP di atas berfungsi sebagai pengaturan upah, sedangkan mengenai aturan 

pelaksanaannya diatur dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 tentang Upah 

Minimum. Bahwa penetapan upah minimum pekerja ditetapkan untuk mewujudkan 

penghasilan yang layak bagi pekerja, dengan mempertimbangkan peningkatan 

kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan 

perusahaan serta perkembangan ekonomi. 

Peninjauan terhadap besarnya upah minimum provinsi dan upah minimum 

kabupaten/kota diadakan 1 (satu) tahun sekali.
88
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Adapun PP Nomor 78 Tahun 2015 merupakan produk hukum yang dibuat 

untuk memberikan ketentuan pengupahan yang baru. Penghasilan yang layak 

dimanifestasikan dalam bentuk: 

a. Upah yang terdiri dari: 

1) Upah tanpa tunjangan 

2) Upah pokok dan tunjangan tetap 

3) Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap 

b. Pendapatan non upah, yang terdiri dari: 

1) Tunjangan hari raya keagamaan 

2) Bonus 

3) Uang pengganti fasilitas kerja 

4) Uang servis pada usaha tertentu 

PP ini menjelaskan bahwa penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun 

berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

KHL terdiri atas beberapa komponen yang menjadi klasifikasi kebutuhan hidup para 

pekerja. Komponen tersebut selanjutnya ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun. 

Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah 

minimum. Formula perhitungan upah minimum tersebut ialah 

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)} 

UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan 

UMt : Upah minimum tahun berjalan 

Inflasit: Inflasi yang dihitung dari September tahun lalu sampa 

September tahun berjalan 
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Δ PDBt: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup 

periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode 

kwartal I dan II tahun berjalan.
89

 

 

Penetapan upah bagi pekerja stabil dan konsisten karena sudah terdapat 

rumusan yang bersifat tetap. Penyesuaian upah minimum menggunakan nilai 

pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas 

secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi, yaitu peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja dan 

pertumbuhan modal.
90

 

B. Tinjauan Umum Maslahah Mursalah 

1. Konsep tentang Maslahah Mursalah. 

Maslahah mursalah ialah maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun 

baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. Maslahah ini tidak disebutkan 

dalam nash secara tegas, maslahah ini sejalan dengan syara‟ yang dapat dijadikan 

pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari 

kemudharatan.
91

 Syarat-syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan maslahah 

mursalah dalam menetapkan hukum ialah, sebagai berikut
92

: 

a. Kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya 

b. Maslahah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar 

c. Maslahah itu hendaknya bersifat umum. 
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Dalam buku lain dijelaskan bahwa kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah 

yang memiliki syarat sebagai berikut
93

: 

a. Masalah harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat  

b. Maslahat yang ingin diwujudkan harus dapat diterima oleh akal 

c. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum. 

d. Mendukung realisasi masyarakat dharûriyyah atau pokok. 

Salah satu bentuk maqâshid syarîat ialah merealisasikan kemaslahatan bagi 

seluruh lapisan manusia. Tujuan ini meliputi pada tiga aspek yaitu
94

: 

a. Untuk memelihara kebutuhan pokok primer manusia 

b. Untuk memelihara kebutuhan sekunder manusia 

c. Untuk memelihara kebutuhan tersier. 

Beberapa hukum inilah yang selanjutnya menjadi pembahasan agama Islam 

untuk senantiasa dilindungi dan dipelihara, yaitu: 

a. Agama 

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman terutama rukun 

imam dan mensyariatkan hukum dengan rukun Islam yang lima.  

b. Jiwa 

Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum. 

Memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara 

kebinasaan. Begitu pula Islam mensyariatkan hukum qishas, diyat dan 
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kafarat bagi yang sengaja melakukan pembunuhan, bunuh diri dan menyiksa 

tubuh. 

c. Akal 

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamer dan segala 

jenis makanan dan minuman yang memabukkan, serta memberikan hukuman 

kepada peminum khamer itu. 

d. Keturunan 

Untuk memelihara kehormatan atau keturunan, Islam mensyariatkan 

hukuman badan berupa had bagi orang yang berzina dan orang yang 

menuduh orang baik-baik berbuat zina. 

e. Harta  

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, 

menjalankan dan memakan riba. Merusak harta baik milik sendiri maupun 

milik orang lain.  

Salah satu prinsip hukum Islam ialah meniadakan kesempitan. Pada dasarnya 

manusia tidak suka pembebanan, baik fisik maupun mental. Apalagi dengan 

pembebanan tersebut, secara otomatis manusia menolaknya. 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.”
95
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Oleh karena itulah Allah SWT menetapkan hukum Islam sesuai kadar 

kemampuan seseorang.
96

 Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa 

memerhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai situasi dan kondisi 

masyarakat. Maka hukum yang ditetapkan mampu diterima dengan lapang dada 

karena sesuai dengan akal. Penetapan hukum didasarkan 3 sendi pokok, yaitu
97

: 

1. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum 

2. Hukum ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan 

memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya 

3. Hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 

2. Kaidah yang digunakan dalam Maslahah Mursalah 

Teori Maslahah mursalah memiliki beberapa kaidah fiqh yang mendukungnya. 

Kaidah-kaidah inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan maslahah mursalah itu 

diterapkan. Kaidah asasi tersebut ialah
98

: 

a. 

 

Segala sesuatu itu tergantung pada maksud dan tujuannya. 

 

b. 

Segala sesuatu jika sempit atau darurat, maka bisa menjadi luas. 

 

c. 

Kemudharatan atau bahaya harus dihilangkan. 
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97

 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum…, h. 117 
98

 Abbas Arfan, Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan 

Syariah, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), h. 137 



50 
 

 
 

d. 

Kesulitan mendatangkan kemudahan 

 

e. 

 

Hukum yang praktinya menyulitkan mukallaf dan pada diri dan sekitarnya 

terdapat kesulitan, maka syariat meringankannya sehingga beban tersebut 

berada di bawah kemampuan mukallaf tanpa kesulitan dan kesusahan.
99

 

 

Dasar dari kaidah maslahah mursalah di atas adalah sebagai berikut: 

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu.
100

 

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan 

bersifat lemah.
101

 

3. Teori Maslahah Mursalah Najmuddîn Ath-Thufî 

Najmuddin Ath-Thufi adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh mazhab 

Hanbali yang dilahirkan di desa Thufa, Sharshar, Irak.
102

 Nama lengkapnya adalah 

Abû al-Râbi‟ Sulaimân Ibn „Abdu al-Qawwî ibn „Abdul Karîm ibn Sa‟îd. Ath-Thufi 

merupakan nama yang dihubungkan dengan tempat kelahirannya yaitu Thufa. Ia lahir 

                                                           
99
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tahun 675 H (1276 M) dan wafat tahun 716 H (1316 M).
103

 Ath-Thufi adalah seorang 

ilmuwan yang haus terhadap berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dalam sejarah 

tercatat bahwa ia pernah belajar fikih ke Sharshar dengan Syekh Zainuddîn „Alî ibn 

Muhammad al-Sarsari al-Buqî, dan pernah juga menghafal kitab fiqh Mukhtashar al-

Kharaqi.
104

  

Menurut pemikiran Najmuddin Ath-Tufi intisari dari keseluruhan ajaran Islam 

yang terkandung dalam nash ialah kemaslahatan bagi manusia secara universal. 

Menurut Ath-Thufi seluruh macam bentuk kemaslahatan disyari‟atkan dan wujud 

maslahah itu tidak perlu memperoleh konfirmasi dari nash. Pemikiran Ath-Thufi 

yang tidak sejalan dengan para ulama semasanya menyebabkan ia ketinggalan, tetapi 

substansi pemikirannya kemudian mendapat perhatian para pakar sesudahnya.
105

Ath-

Thufi telah menulis syarah empat puluh hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi 

dalam kitab Syarh al-Arba‟în an-Nawawiyyah. Ketika telah sampai hadis ketiga 

puluh dua yaitu: 

Ath-Thufi merasa kesulitan dalam mensyarahnya, kemudian beliau  

mendapatkan inspirasi terhadap dalil syar‟i yang berkaitan dengan hukum dan posisi 

pemeliharaan maslahat dalam hadits ini. Beliau dalam  mensyarah  hadis ini memiliki 
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pandangan yang berbeda dengan ulama terdahulu. Bagi Ath-Thufi, tujuan syariat 

adalah kemaslahatan sehingga segala bentuk maslahat harus dicapai tanpa 

merincinya. Ath-Thufi mendefinisikan maslahah sebagai berikut: 

Ungkapan  dari  sebab  yang  membawa  kepada  tujuan  syara‟  dalam  bentuk 

ibadah atau adat. 

Ada empat prinsip yang dianut oleh Ath-Thufi tentang mashlahah, yang 

menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur, yaitu
106

: 

1. Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam 

bidang muâmalah dan adat. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk 

menentukan sesuatu itu mashlahah atau bukan, cukup digunakan nalar 

manusia tanpa harus didukung oleh nash.  

2. Mashlahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab 

itu untuk kehujjahan mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung karena 

mashlahah itu didasarkan pada pendapat akal semata. Kehujjahan tidak 

bergantung pada kesaksian atau konfirmasi nash. 

3. Ruang lingkup mashlahah terbatas pada persoalan muâmalah duniawi dan 

adat kebiasaan. Muâmalah dimaksudkan untuk memberikan kemashlahatan 

dan manfaat kepada manusia. Oleh sebab itu manusialah yang lebih 

mengetahui kemashlahatannya. Atas dasar ini manusia harus berpegang pada 

mashlahah ketika bertentangan dengan nash. 
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4. Mashlahah merupakan dalil syara‟ yang terkuat. Mashlahah bukan hanya 

merupakan hujjah semata ketika tidak terdapat dalam nash dan ijma‟ tapi juga 

harus didahulukan atas nash dan ijma‟ di saat terjadi pertentangan antara 

keduanya. 

Pendapatnya mengenai mashlahah didahulukan daripada nash dan ijma‟, bukan 

berarti ia mengabaikan atau meninggalkan nash dan ijma‟ tetapi kedudukan 

mashlahah itu hanya sebagai bayan takhshîs terhadap ayat Al-qur‟an. Selain ini 

mashlahah didahulukan artinya didahulukan daripada ayat yang zhanni dan ijma‟ 

yang lemah.
107

 

Contoh aplikasi maslahah Ath-Thufi adalah larangan menumpuk bahan 

kebutuhan pokok. Sebuah hadis menyatakan tidak boleh menahan harta kecuali orang 

aniaya. Hadis ini mengandung larangan menumpuk bahan makanan pokok. Namun 

demi untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan makanan pokok, seperti 

beras, gula dan lain-lain. Menimbun beras dan semacamnya yang dilakukan oleh 

Depot Logistik dapat dibenarkan bahkan diharuskan sekalipun bertentangan 

kandungan hadis tersebut. 

Dalam tempat yang lain dia menulis “Tidak boleh dikatakan, bahwa agama 

lebih mengetahui kemaslahatan manusia sehingga kemaslahatan tersebut harus tetap 

diambil dari dalil agama (nash). Karena kita berpendapat bahwa menjaga 

kemaslahatan adalah termasuk dalil agama.Ia adalah yang paling kuat dan yang 

paling khusus. Dengaan demikian,  ketika mengambil kemaslahatan ia harus 
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didahulukan. Dan, ini terjadi dalam ibadah yang kemaslahatannya tidak bisa 

diketahui melalui akal serta adat. Adapun kemaslahatan politik yang ada 

hubungannya dengan hak-hak mereka, ia bisa diketahui dengan adat dan akal. Namun 

jika kita melihat dalil syariat bersifat ambigu untuk menjelaskannya kita harus tahu 

bahwa syariat telah menyerahkan kepada kita untuk memperhatikannya”.
108
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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perubahan Ketentuan Pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 

tentang Pengupahan ditinjau Berdasarkan Prinsip Hukum 

Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 

 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam UU Ketenagakerjaan serta konsep pengupahan dalam PP tentang 

Pengupahan. Selanjutnya, pada bab ini dijelaskan mengenai perubahan ketentuan 

pengupahan dalam PP Pengupahan tersebut apabila ditinjau menurut prinsip-prinsip 

hukum ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan 

pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 telah mengandung seluruh prinsip-

prinsip hukum ketenagakerjaan dalam UU Ketenagakerjaan ataukah belum, sehingga 

menyebabkan pro dan kontra sebagaimana disebutkan pada latar belakang peneliti. 
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Beberapa prinsip yang terkandung dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah sebagai berikut: 

1. Prinsip Demokrasi 

 

Prinsip demokrasi yang berarti adanya musyawarah untuk mufakat antara pihak 

pengusaha dan pihak pekerja, pada UU Ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk 

kesepakatan bersama antara pihak tersebut dalam menetapkan upah. 

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 

ketentuan pengupahan yang ditetapkan  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
109

 

 

Prinsip demokrasi juga memiliki arti bahwa seluruh pihak dalam hubungan 

kerja (hukum ketenagakerjaan) memiliki peranan masing-masing. Pihak-pihak 

tersebut ialah para pekerja, pengusaha dan pemerintah. Telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya bahwa ketiga pihak ini dalam hubungan industrial memiliki peran yang 

saling berhubungan. Hal ini dinyatakan dalam salah satu pasal dalam UU 

Ketenagakerjaan, yaitu pasal 102 UU Ketenagakerjaan. 

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para 

pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur 

pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.
110

 

 

Dalam pasal 102 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa peran pekerja ialah 

melakukan kewajiban pelayanannya sebagai pekerja, sedangkan pengusaha memiliki 

peran untuk memberikan upah dan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Peran 

pemerintah di sini adalah sebagai pengawas antara kedua pihak tersebut, baik itu dari 
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segi perjanjian kerja, pengupahan dan pelanggaran. Sehingga yang dimaksud dengan 

prinsip demokrasi ialah adanya partisipasi dari segala pihak, sehingga tercipta adanya 

musyawarah untuk mufakat. Contoh adanya musyawarah untuk mufakat dalam UU 

Ketenagakerjaan ialah dalam tahap pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB 

dalam pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan. 

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil  perundingan 

antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh 

yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 

dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

 

Pada pasal tersebut terlihat jelas bahwa antara pekerja dan pengusaha memiliki 

hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat mereka atau ikut berpartisipasi dalam 

melakukan perjanjian kerja bersama. Hal ini sesuai dengan pasal 28E UUD 1945 

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul 

dan mengeluarkan pendapat. Adapun peran pemerintah adalah melakukan 

pengawasan apabila terjadi pelanggaran baik terhadap perjanjian kerja bersama atau 

peraturan perundang-undangan. Hal ini selanjutnya dibahas pada prinsip keterpaduan. 

PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan juga mengadopsi prinsip 

demokrasi ini sebagai salah satu dasar dalam ketentuan pengupahan. Karena 

demokrasi sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga segala peraturan 

perundang-undangan harus mengandung prinsip ini. 

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip Negara 

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, 

dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
111
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Adapun pasal dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 yang mengandung prinsip 

demokrasi dalam pengaturannya ialah sebagai berikut: 

a) Pasal 1 angka 10 yang menjelaskan tentang adanya serikat pekerja. Dalam pasal 

ini terlihat bahwa pekerja diberikan hak membentuk sebuah organisasi sebagai 

wadah bagi mereka untuk bermusyawarah dan mengeluarkan pendapat mereka 

tentang ketentuan dalam dunia kerja pada instansi yang mereka tempati. 

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 

untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang 

bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna 

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya. 

 

b) Pasal 15 ayat (2) 

 

Penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha. 

  

Pekerja dan pengusaha memiliki hak yang sama untuk melakukan 

musyawarah untuk mufakat dalam membuat sebuah kesepakatan. Kesepakan 

yang dimaksud dalam pasal ini adalah kesepakatan dalam menetapkan besarnya 

upah pekerja berdasarkan satuan hasil yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang 

telah disepakati oleh keduanya. 

c) Pasal 32 

Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 

sampai dengan pasal 31 ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
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Berdasarkan pasal tersebut, terlihat jelas bahwa dalam menetapkan upah bagi 

pekerja yang berhalangan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2), maka besarnya 

upah bisa pula ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama yang di dalamnya 

mengikutsertakan pekerja dalam berpendapat. 

2. Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja Sesuai Harkat dan Martabat 

Kemanusiaan 

 

Definisi harkat dan martabat dalam prinsip ini ialah perindungan tenaga kerja 

sebagai manusia yang memiliki kemuliaan dan harga diri yang sama antar manusia 

sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. 

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
112

 

 

Salah satu karakteristik tercapainya kehormatan, martabat dan harta benda 

pihak pekerja adalah adanya kesejahteraan para tenaga kerja. Beberapa kesejahteraan 

tenaga kerja ini merupakan langkah untuk mewujudkan perlindungan pekerja sesuai 

dengan kehormatan dan martabatnya sebagai manusia. Beberapa jenis kesejahteraan 

sebagai wujud perlindungan pekerja ialah sebagai berikut
113

: 

a. Perlindungan upah  

b. Waktu istirahat dan cuti 

c. Keselamatan dan kesehatan kerja 

d. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) 

e. Upaya meningkatkan pelayanan Jamsostek 
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Maksud dari ”pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan” adalah pemenuhan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh 

antara lain tunjangan hari raya keagamaan, upah lembur, uang pesangon, 

uang penghargaan masa kerja, upah karena sakit, iuran dan manfaat 

jaminan sosial.
114

 

 

Dari seluruh komponen kesejateraan tenaga kerja di atas ternyata juga telah 

diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Perlindungan kerja sesuai martabat manusia 

yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pekerja meliputi hak dasar seperti 

hak keselamatan, kesehatan, moral, susila, berserikat dan lain-lain sebagaimana 

dicantumkan dalam bab sebelumnya. Beberapa bentuk perlindungan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kehormatan dan martabat manusia dinyatakan dalam beberapa 

pasal pada PP Nomor 78 Tahun 2015 di bawah ini, di antaranya ialah: 

1) Pasal 3 ayat (2)  

Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a) Upah minimum; 

b) Upah kerja lembur; 

c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f) Bentuk dan cara pembayaran upah; 

g) Denda dan potongan upah; 

h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j) Upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

 

Berdasarkan pasal di atas, terlihat bahwa PP Nomor 78 Tahun 2015 juga telah 

memberikan pengaturan terkait hak bagi pekerja untuk istirahat. Selanjutnya yang 
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dimaksud dengan hak dasar pekerja untuk mendapat hak waktu istirahat diatur pada 

pasal yang lain. 

Hak waktu istirahat pekerja ialah sebagai berikut
115

: 

a) hak istirahat mingguan; 

b) cuti tahunan; 

c) istirahat panjang; 

d) cuti sebelum dan sesudah melahirkan; atau 

e) cuti keguguran kandungan 

 

2) Pasal 6 ayat 1 

 

Pendapatan non upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b 

berupa tunjangan hari raya keagamaan. 

 

Pasal di atas menyatakan bahwa perlindungan tenaga kerja sesuai martabat juga 

berupa pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi masing-masing pekerja. 

Pemberian tunjangan hari raya dianggap sebagai perlindungan sesuai martabat 

kemanusiaan karena pekerja bukanlah hanya berperan sebagai pekerja, namun juga 

sebagai manusia berkeyakinan (agama) yang harus dihormati. 

3) Pasal 33 

 

Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b wajib 

dibayar oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja atau pada istirahat mingguan atau dipekerjakan pada hari libur resmi 

sebagai kompensasi kepada pekerja/buruh yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Perlindungan tenaga kerja juga berlaku bagi para pekerja yang melakukan kerja 

lembur. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha memberikan hak yang sesuai dengan 

kinerja pekerja. Apabila pekerja dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan jam 
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kerja lembur, maka dengan pertimbangan martabat sebagai manusia pekerja juga 

harus mendapatkan upah kerja lembur. Karena mereka telah merelakan waktu istiahat 

mereka untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sehingga sudah seharusnya upah 

yang mereka dapat juga merupakan upah keja lembur. 

4) Pasal 35 

 

Upah untuk pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 

(1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan: 

a) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan 

harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali 

penghasilan sehari; 

b) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan 

hasil, potongan/borongan atau komisi, penghasilan sehari adalah sama 

dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, 

dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum 

provinsi atau kabupaten/kota; atau 

c) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya 

didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung 

dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.  

 

Pengaturan terkait adanya perlindungan tenaga kerja berupa pemberian uang 

pesangon merupakan bentuk perlindungan martabat pekerja. Karena bagi para peerja 

yang telah pensiun, mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Dengan 

pertimbangan martabat dan kemanusiaan, maka para pekerja juga diberikan hak untuk 

mendapatkan uang pesangon dari instansi tempat mereka bekerja. 

Perlindungan tenaga kerja sesuai martabat dan kehormatan kemanusiaan tidak 

hanya berupa kesejahteraan tenaga kerja saja, namun juga berupa pembangunan 

nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas 

sendiri tidak hanya berarti ratio antara output dan input, namun juga berkaitan dengan 
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aspek persaingan. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan 

meningkatkan hubungan industrial, sehingga apabila hubungan antara pekerja dengan 

pengusaha bersifat harmonis, maka berdampak pada produktivitas para pekerja dan 

akhirnya juga berimbas kepada peningkatan produktivitas perusahaan. Sehingga 

pembangunan nasional yang berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing 

dapat terwujud.
116

 

Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, prinsip pembangunan nasional berupa 

peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan dapat ditemukan dalam pasal 

23 ayat (1) yang menyatakan bahwa peninjauan upah minimum menggunakan 

pertimbangan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan melihat kemampuan 

perusahaan. 

Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) 

dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.
117

 

 

Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut
118

: 

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)} 

 

Dengan keterangan bahwa: 

UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan 

UMt : Upah minimum tahun berjalan 

Inflasit: Inflasi yang dihitung dari September tahun lalu sampai September 

tahun berjalan 

Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III 

dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.
119
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Pasal ini sesuai dengan ketentuan peninjauan upah dalam UU 

Ketenagakerjaan.UU menyatakan bahwa peninjauan upah dilakukan dengan 

pertimbangan kemampuan perusahaan. Pasal 44 ayat (2) dalam PP menggunakan 

unsur PDBt sebagai bentuk kemampuan perusahaan. Sehingga dengan adanya 

formulasi yang tetap dan jelas, perusahaan mampu meninjau upah pekerja agar tetap 

sesuai kemampuan finansial perusahaan, hal ini secara tidak langsung telah 

memberikan perlindungan kepada upah pekerja sesuai martabat kemanusiaan. Karena 

dengan formulasi upah yang jelas, maka telah berdampak pada perlindungan upah 

pekerja yang jelas pula.  

Bentuk prinsip ini dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 dinyatakan dalam 

kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. 

Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan 

setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
120

 

 

Prinsip perlindungan tenaga kerja semakin terlihat dengan adanya penetapan 

upah minimum yang dilakukan gubernur didasarkan pada kebutuhan hidup layak 

yang dilakukan setiap tahun. Pada pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) disebutkan bahwa 

kebutuhan hidup layak atau KHL memiliki beberapa komponen, di mana tiap 

komponen tersebut mengandung beberapa jenis kebutuhan hidup pekerja. 

Penggunaan KHL sebagai dasar penetapan upah minimum merupakan bentuk prinsip 
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perlindungan tenaga kerja yang telah sesuai dengan harkat dan martabatnya. Namun 

pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa: 

Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun.
121

 

 

Pasal inilah yang menjadi permasalahan para pekerja, karena peninjauan 

komponen dan jenis kebutuhan masyarakat yang hanya dilakukan selama 5 tahun 

sekali. Sedangkan harga kebutuhan bersifat relatif yang bisa mengalami kenaikan 

harga atau penurunan harga. Apabila peninjauan komponen dan jenis kebutuhan 

hidup hanya dilakukan sekali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka telah 

merugikan masyarakat apabila upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harga 

kebutuhan hidup layak. 

Tingkat harga kebutuhan hidup yang sifatnya tidak stabil dan tetap, telah 

mengakibatkan perekonomian para pekerja menurun ketika harga kebutuhan 

mengalami kenaikan. Ketika harga barang masih bersifat relatif, maka seharusnya 

ketentuan besarnya upah pekerja juga relatif dan disesuaikan dengan tingkat harga 

kebutuhan hidup layak manusia. 

Bunyi pasal di atas apabila diamati sekilas memang tidak sesuai dengan prinsip 

perlindungan tenaga kerja. Karena apabila peninjauan terkait komponen jenis 

kebutuhan hidup manusia hanya dilakukan sekali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, 

maka berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi pekerja. 
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Namun demikian, menurut peneliti pasal ini sebenarnya telah sesuai dengan 

prinsip perlindungan tenaga kerja, hanya saja bentuk perlindungan tidak lagi 

diwujudkan dengan melakukan peninjauan komponen KHL tiap tahun namun dengan 

diberlakukannya formula upah pekerja yang tetap.  

3. Prinsip Non Diskriminasi 

 

Apabila berbicara tentang hak dasar dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, maka 

hak dasar tersebut ialah mendapat perlindungan upah dan perlakuan yang sama. 

Dalam UU Ketenagakerjaan bagian menimbang dijelaskan bahwa perlindungan 

terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan 

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 

untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Pengertian dari prinsip non diskriminasi sendiri dalam penjelasan pasal 5 UU 

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak 

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan 

minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang 

sama terhadap para penyandang cacat.   

Setiap  tenaga  kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan.
122
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Pasal di atas merupakan bentuk sikap non diskriminasi yang diberikan 

pemerintah kepada warga Negara.bahwa tiap warga Negara memiliki hak yang sama 

tanpa diskriminasi (dibeda-bedakan) untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha.
123

 

 

PP Nomor 78 Tahun 2015 lahir untuk memberikan pedoman pengupahan yang 

baru bagi pelaku hubungan industrial agar tidak terjadi diskriminasi antar pihak. 

Sehingga wujud prinsip penjaminan hak dasar dan kesamaan kesempatan adalah 

berupa pemberian dan perlindungan upah yang layak. 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang 

sama nilainya
124

 

Sedangkan pada pasal di atas, menjelaskan tentang sikap non diskriminasi 

antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Sikap non diskriminasi ini berupa hak 

pekerja dalam memperoleh upah yang sama dalam pekerjaan yang sama besarnya. 

Selanjutnya pada penjelasan pasal 11 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan 

pekerjaan yang sama nilainya adalah pekerjaan yang bobotnya sama diukur dari 

kompetensi, risiko kerja, dan tanggung jawab dalam satu perusahaan. 

Dari keterangan di atas, tampak jelas bahwa prinsip penjaminan hak dasar 

diwujudkan melalui perlindungan upah yang setara sesuai kontribusi pekerjaannya. 

Sedangkan prinsip kesamaan kesempatan ialah kesamaan bagi seluruh pekerja yang 

memiliki bobot pekerjaan yang sama untuk mendapatkan upah yang sama pula. 
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Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun 

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu.
125

 

 

Pasal dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 yang mencerminkan adanya prinsip non 

dikriminasi ialah pasal 11. Pada pasal ini dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh 

memiliki hak secara normatif dan mutlak untuk memperoleh upah yang sama 

terhadap pelayanan atau pekerjaan yang sama derajatnya. Pasal ini memiliki prinsip 

non diskriminatif sebagai representatif dalam mewujudkan pembangunan nasional. 

Karena setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat 

penghidupan yang layak dengan kemampuan tenaga tanpa membedakan jenis 

kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik. Para pekerja berhak mendapat 

perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi sosial dari pengusaha.
126

 

4. Prinsip No Work No Pay 

 

Prinsip ini berarti bahwa tiada pekerjaan, maka tiada upah.dalam UU 

Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa terdapat beberapa pengecualian terhadap pekerja 

yang tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 93 ayat (2) 

UU Ketenagakerjaan. Demikian pula dengan PP Nomor 78 Tahun 2015, di dalamnya 

juga mengandung pasal yang menjelaskan bahwa pekerja tidak mendapatkan upah 

apabila tidak melakukan pekerjaan mereka. 

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak 

melakukan pekerjaan.
127
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Pada ayat selanjutnya pun dijelaskan bahwa terdapat beberapa pengecualian di 

mana pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya namun tetap mendapatkan 

upahnya. Hal ini dijelaskan secara rinci pada pasal 24 ayat (2) hingga pasal 24 ayat 

(5) dan pasal 26 hingga pasal 31 PP Nomor 78 Tahun 2015. 

Pekerja/Buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan 

karena alasan: 

a. berhalangan; 

b. melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; atau 

c. menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; tetap dibayar upahnya.
128

 

 

Sedangkan alasan-alasan pekerja tidak masuk kerja atau tidak melakukan 

pekerjaan diatur dalam pasal 24 ayat (3) sampai ayat (5). Alasan-alasan tersebut ialah 

karena sakit, perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya, 

seperti menikah, menikahkan mengkhitankan, melahirkan atau keguguran kandungan, 

keluarga meninggal dunia, karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya 

seperti menjalankan kewajiban terhadap Negara atau beribadah, dan karena 

menjalankan hak waktu istirahat kerjanya seperti cuti. 

Pada pasal 26 hingga pasal 31 dijelaskan secara rinci bagaimana sistem 

pembayaran upah bagi pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya dikarenakan 

berhalangan, seperti berhalangan karena sakit, menikah, melahirkan, cuti atau 

istirahat dan melakukan pekerjaan lain atas perintah perusahaan atau pengusaha. 

Pembayaran upah pekerja sendiri diberikan mulai dari 100% hingga 25%.Besar 

kecilnya upah ini disesuaikan dengan alasan pekerja yang berhalangan melakukan 

pekerjaannya. 
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Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk kerja dan/atau 

tidak melakukan pekerjaan karena sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 

ayat (3) huruf a sebagai berikut
129

: 

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah; 

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

upah; 

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari upah; 

dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari 

upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha; 

d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari upah 

sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 

 

5. Prinsip Keterpaduan 

 

Prinsip keterpaduan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya 

ialah prinsip yang berarti adanya integrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah dalam melakukan sebuah pengawasan. Pengawasan dalam 

hal ini adalah pengawasan terkait dalam ketentuan pengupahan. 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan 

melalui koordinasi fungsional lintas  sektoral pusat dan daerah.
130

 

 

Maksud dalam pasal ini adalah bahwa prinsip pembangunan ketenagakerjaan 

pada dasarnya sesuai dengan prinsip pembangunan nasional, khususnya prinsip 

demokrasi Pancasila serta prinsip adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan 

mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara 

pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan 

ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling 
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mendukung. Hal ini telah dijelaskan pula dalam penjelasan pasal 3 UU 

Ketenagakerjaan.
131

 

Pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, 

melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran 

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
132

 

 

Prinsip keterpaduan berarti setiap daerah-daerah di Indonesia diberikan hak 

untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri terkait hukum ketenagakerjaan. 

Meskipun demikian, segala peraturan dan ketentuan yang digunakan daerah dalam 

mengurus rumah tangganya tetap berasal dari pusat. Prinsip ini terkandung dalam 

bunyi pasal berikut ini: 

Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan upah minimum 

kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran 

dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi.
133

 

 

Dari pasal di atas, terlihat bahwa terdapat prinsip keterpaduan dan koordinasi 

antara pihak pusat dan daerah dalam melakukan peninjauan KHL. Meskipun pada 

akhirnya yang menetapkan adalah gubernur, namun pada prosesnya gubernur tetap 

memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota dan saran serta pertimbangan 

dewan pengupahan provinsi. 

Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk 

sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 59 kepada pengusaha.
134
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Pengenaan sanksi administratif di atas selanjutnya diatur pada ayat berikutnya 

yaitu pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif 

diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas 

ketenagakerjaan yang berasal dari pengaduan dan tindak lanjut hasil pengawasan 

ketenagakerjaan. 

Selain untuk melakukan peninjauan, prinsip keterpaduan juga berperan dalam 

pelaksanaan sanksi administratif. Hal ini dijelaskan dalam pasal di atas., bahwa bagi 

menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai 

dengan kewenangannya diberikan hak untuk mengenakan sanksi administratif kepada 

pengusaha, meskipun pada akhirnya pelaksanaan pengenaan sanksi tersebut 

dilaporkan kepada menteri. 

B. Perspektif Teori Maslahah Mursalah terhadap Perubahan Ketentuan 

Pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

 

Berdasarkan jawaban rumusan masalah pertama mengenai perubahan ketentuan 

pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 jika ditinjau menurut prinsip hukum 

ketenagakerjaan, selanjutnya dianalisa perubahan tersebut menggunakan salah satu 

teori dalam Islam yaitu teori maslahah mursalah, yang diambil dari salah satu tokoh 

ulama yaitu Najmuddin Ath-Thufi. Teori maslahah mursalah sendiri sesungguhnya 

sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama lainnya, sebut saja As-Syathibi, Al-

Ghazali, Ibnu „Asyur, dan lain-lain. Namun pada kesempatan ini, peneliti memilih 

pandangan Najmuddin Ath-Thufi karena pandangan ulama ini yang begitu khas dan 

mencolok perbedannya dengan ulama lain.  
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Dari teori maslahah mursalah Najmuddin At-Thufi, kemudian dianalisa terkait 

perubahan ketentuan pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, yang dipandang 

melalui 2 cara, yaitu dengan melihat seberapa besar manfaat atau maslahah yang 

muncul dari adanya perubahan ketentuan pengupahan tersebut, dan seberapa besar 

pula mafsadat yang muncul.  

Bagi Najmuddin Ath-Thufi, intisari dari keseluruhan ajaran Islam yang 

terkandung dalam nash ialah kemaslahatan bagi manusia secara universal. Menurut 

Ath-Thufi seluruh macam bentuk kemaslahatan disyari‟atkan dan wujud maslahah itu 

tidak perlu memperoleh konfirmasi  dari nash. Pemikiran Ath-Thufi yang tidak 

sejalan dengan para ulama  semasanya menyebabkan ia ketinggalan, tetapi substansi 

pemikirannya kemudian mendapat perhatian para pakar sesudahnya.
135

 

Teori maslahah mursalah Ath-Thufi ini berperan untuk menyelesaikan 

persoalan atau permasalahan kekinian yang masih belum ada jalan keluarnya. Jika 

dihubungkan dengan perubahan ketentuan pengupahan di atas, maka teori maslahah 

mursalah Najmuddin Ath-Thufi menjawabnya melalui analisa terhadap PP Nomor 78 

Tahun 2015 yang dianggap menimbulkan adanya pro dan kontra antara pekerja 

dengan pengusaha. Dari rumusan pertama terjawab bahwa ada beberapa pasal dalam 

PP yang memang belum sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan karena 

mengalami perubahan. Inilah yang sesungguhnya menjadi permasalahan. 

Pasal dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 yang dianggap oleh para pekerja sebagai 

pasal yang lebih mendukung para pengusaha dan akhirnya menimbulkan para pekerja 
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melakukan demo ialah pasal 44 ayat (2) mengenai adanya formulasi upah yang 

menggunakan pertimbangan tingkat inflasi. Selain itu juga ada salah satu pasal dalam 

PP yang merupakan sebab adanya demo para buruh, pasal tersebut berbunyi 

Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun.
136

 

 

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa peninjauan komponen dan jenis 

kebutuhan hidup pekerja hanya dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan ini 

sangat berbeda dengan pernyataan pada ayat sebelumnya, yaitu pasal 43 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa 

Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan 

setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

 

Dari 2 pernyataan di atas, apabila penetapan upah minimum dilakukan oleh 

gubernur setiap tahun, maka seharusnya peninjauan komponen dan jenis kebutuhan 

hidup pekerja juga dilakukan setiap tahun juga. Hal ini dikarenakan bahwa KHL 

merupakan dasar dalam menetapkan upah minimum. Sedangkan dalam menetapkan 

KHL pekerja harus melalui komponen dan jenis kebutuhan hidup pekerja. Hal inilah 

mengakibatkan banyak pekerja melakukan aksi. 

Sebelumnya telah diatur pula pada Pasal 4 Ayat (7) Kepmenaker Nomor 226 

Tahun 2000 sebagai pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 1981 bahwa peninjauan upah 

dilakukan pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun sekali. Dengan dasar inilah, 

terlihat bahwa antara PP Nomor 78 Tahun 2015 dengan PP Nomor 8 Tahun 1981 
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memiliki perbedaan mengenai pelaksanaan peninjauan upah. Selain hal tersebut, 

beberapa perbedaan lain antara keduanya ialah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Perubahan Ketentuan Pengupahan 

No. Unsur Ketentuan lama Ketentuan baru 

1.  Pertimbangan 

dalam peninjauan 

upah 

Penyesuaian harga KHL 

dan/atau peningkatan 

produktivitas kerja dengan 

mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan. 

Peningkatan kesejahteraan 

pekerja tanpa mengabaikan 

peningkatan produktivitas, 

kemajuan perusahaan dan 

perkembangan ekonomi. 

2. Peninjauan upah  Ditinjau dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun 

sekali. 

Ditinjau dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun 

sekali. 

3. Penetapan upah 

minimum 

Ada formula upah, yaitu 

UMn = Umt + {Umt x 

(Inflasit + % ∆ PDBt)} 

Tidak ada formula upah 

4. Pertimbangan 

formula upah 

Angka inflasi dan 

Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDBt). 

Kebutuhan, indeks harga 

konsumen, kemampuan 

perusahaan, upah pada 

umumnya, kondisi pasar 

kerja, tingkat 

perkembangan ekonomi. 

 

Sumber: Data diolah dari Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 sebagai 

pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan PP Nomor 78 

Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

 

Adanya beberapa perbedaan di atas, yang telah menjadi titik masalah pada bab 

pendahuluan ialah mengenai peninjauan upah yang hanya dilakukan selama 5 (lima) 

tahun sekali sehingga mengesampingkan kondisi pasar dan indeks harga konsumen 

serta mengenai formula upah yang baru. PP yang terbaru memberikan ketentuan 

bahwa peninjauan upah hanya dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali, hal ini 

berakibat pada angka inflasi yang masih relatif. Selain itu para pekerja merasa 

dirugikan atas formula upah terbaru yang lebih berpihak pada pengusaha, mengingat 
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salah satu pertimbangan formula upah adalah pertumbuhan produk domestik bruto 

perusahaan. 

Meski demikian, bagi pihak pemerintah PP Nomor 78 Tahun 2015 merupakan 

peraturan yang dibuat dengan pertimbangan yang matang. Karena dalam pembuatan 

PP juga mempertimbangkan kondisi masyarakat dan pasar. Bagi pemerintah, PP 

Nomor 78 Tahun 2015 merupakan peraturan pengupahan yang betujuan untuk 

membantu pihak pekerja agar upah pekerja apabila perusahaan tempat mereka 

bekerja mengalami pailit. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kepada 

kondisi pengusaha yang mengalami kesulitan apabila peninjauan komponen dan jenis 

KHL dilakukan tiap tahun yang sesungguhnya bisa mengalami perubahan harga. 

Berdasarkan perubahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2015, Islam mencoba menganalisanya berdasarkan teori maslahah mursalah. 

Maslahah itu sendiri adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan 

manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum. 

Sedangkan maslahah mursalah adalah maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu 

dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. Maslahah ini tidak 

disebutkan dalam nash secara tegas, maslahah ini sejalan dengan syara‟ yang dapat 

dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta 

terhindar dari kemudharatan.
137

 

Dengan demikian, dibuatlah PP Nomor 78 Tahun 2015 dengan pertimbangan 

pula untuk memudahkan pengusaha dalam menetapkan upah para pekerja mereka 
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karena telah ada formulasi yang tetap. Permasalahan inilah yang selanjutnya dijawab 

melalui teori maslahah Najmuddin Ath-Thufi. 

Beberapa inti dari pemikiran yang digunakan At-Thufi dalam teori maslahah 

mursalahnya yang dipandang sangat berbeda dari para ulama lainnya ialah sebagai 

berikut:
138

 

1) Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam 

bidang muâmalah dan adat. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk 

menentukan sesuatu itu mashlahah atau bukan, cukup digunakan nalar manusia 

tanpa harus didukung oleh nash.  

Dari pemikiran Ath-Thufi ini, apabila dikaitkan dengan ketentuan 

pengupahan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 terlihat jelas bahwa adanya PP 

adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan adil bagi 

seluruh pihak dalam hubungan kerja.  

Peraturan pemerintah ini pada hakekatnya mengatur pengupahan secara 

menyeluruh yang mampu menjamin kelangsungan hidup secara layak bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya sesuai dengan perkembangan dan 

kemampuan dunia usaha.
139

 

 

Jadi, yang dimaksud dengan independensi rasio dalam menemukan 

maslahah dalam hal ini ialah pembuatan PP Nomor 78 Tahun 2015. Pemerintah 

melakukan rasio antara manfaat dan kesulitan yang telah dialami pihak dalam 

hubungan kerja apabila PP Nomor 78 Tahun 2015 ini tidak ada. 
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2) Mashlahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu 

untuk kehujjahan mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung karena 

mashlahah itu didasarkan pada pendapat akal semata. 

Pandangan ini memang berseberangan dengan sajian maslahah 

konvensional versi para fuqaha‟ pada umumnya. Karena teori maslahah yang 

sudah dianggap melembaga, menurut fuqaha‟ tetap harus memiliki acuan nash. 

PP Nomor 78 Tahun 2015 yang dianggap bertentangan dengan prinsip 

hukum ketenagakerjaan dalam UU Ketenagakerjaan sebagai peraturan yang 

lebih tinggi sangatlah salah. Karena ketentuan pengupahan ini sesungguhnya 

tidak bertentangan, hanya saja memberikan formulasi baru terkait kebutuhan 

hidup layak. 

Formula perhitungan upah minimum adalah upah minimum tahun 

berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun 

berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan 

tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.upah 

minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan upah minimum yang 

akan ditetapkan dalam formula perhitungan upah minimum, sudah 

berdasarkan kebutuhan hidup layak. penyesuaian nilai kebutuhan hidup 

layak pada upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung 

terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan 

inflasi tahun berjalan. upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini 

akan memastikan daya beli dari upah minimum tidak akan berkurang. hal 

ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup 

layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. 

dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan upah 

minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.
140

 

 

Permasalahan yang muncul dalam hal ini ialah terkait peninjauan 

komponen dan jenis kebutuhan hidup pekerja yang dilakukan hanya selama 5 
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(lima) tahun sekali. Hal ini memang berbeda dari pernyataan dalam UU 

Ketenagakerjaan yang dilakukan tiap tahunnya. Meski demikian, ketentuan 

peninjauan komponen dalam KHL yang dilakukan sekali dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun dan dibentuknya formulasi upah, hanyalah bertujuan untuk 

melindungi para pekerja apabila perusahaan mengalami pailit atau PHK besar-

besaran. Karena apabila PHK dilakukan perusahaan, para pekerja tetap 

mendapatkan upah mereka berdasarkan formulasi upah yang telah ada. Selain 

itu juga untuk memudahkan para pengusaha dan pemerintah dalam menetapkan 

upah pekerja. Apabila penetapan upah dilakukan tiap tahun, maka bisa 

menyulitkan pengusaha dan pemerintah. 

Formulasi upah yang bersifat tetap ini juga sesuai dengan konsep upah 

pada hukum Islam. Apabila formulasi upah ini dipandang melalui konsep 

Islam, maka pasal dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 telah sesuai dengan 

beberapa syarat pengupahan dalam Islam, yaitu:
141

 

a) Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi terbuka, 

sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku 

ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal 

terhadap kepentingan umum. 

b) Upah harus berupa mâl mutaqaâwwim dan upah tersebut harus 

dinyatakan secara jelas. Karena  upah  merupakan  pembayaran  atas  

nilai  manfaat,  nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. 
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Berdasarkan teori maslahah mursalah Ath-Thufi PP Nomor 78 

Tahun 2015 ini dibolehkan dan dianggap benar meskipun terdapat 1 

(satu) pasal yang tidak sesuai dengan salah satu prinsip ketenagakerjaan, 

yaitu prinsip perlindungan tenaga kerja sesuai harkat dan martabat 

kemanusiaan. Karena tujuan dilakukannya peninjauan selama 5 (lima) 

tahun adalah untuk mewujudkan kemaslahatan antara pekerja, 

pengusaha serta pemerintah. Dan untuk menghindari kesulitan bagi 

ketiga pihak tersebut. 

3) Ruang lingkup mashlahah terbatas pada persoalan muâmalah duniawi dan adat 

kebiasaan. Muâmalah dimaksudkan untuk memberikan kemashlahatan dan 

manfaat kepada manusia. 

Pemikiran ini sangat sesuai apabila dihubungkan dengan adanya PP Nomor 

78 Tahun 2015. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa teori maslahah 

mursalah Najmuddin Ath-Thufi ini hanya diperbolehkan pada batas aspek 

muâmalah saja. Adapun PP Nomor 78 Tahun 2015 merupakan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai bidang muâmalah antara 

hubungan pekerja dengan pekerja, pekerja dengan pengusaha dan pengusaha 

dengan pemerintah.Dengan demikian, analisa perubahan ketentuan pengupahan 

dalam PP yang dilakukan melalui teori Najmuddin Ath-Thufi sangatlah tepat. 

4) Mashlahah merupakan dalil syara‟ yang terkuat. Mashlahah bukan hanya 

merupakan hujjah semata ketika tidak terdapat dalam nash dan ijma‟ tapi juga 
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harus didahulukan atas nash dan ijma‟ di saat terjadi pertentangan antara 

keduanya. 

Dari pemikiran terakhir Ath-Thufi ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya 

bentuk maslahah mursalah bukanlah bertujuan untuk menafikkan sumber 

hukum yang ada di atasnya. Namun bertujuan untuk menetralisir keumuman 

sumber hukum tersebut (nash). Apabila dikaitkan dengan PP Nomor 78 Tahun 

2015, maka tujuan dibuatnya PP adalah untuk menetralisir keumuman 

ketentuan pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan. 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan peraturan 

pemerintah tentang pengupahan.
142

 

 

Berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Najmuddin Ath-Thufi di atas, maka 

regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ini sama sekali tidak 

menyebabkan dan tidak melahirkan diskriminasi antara pekerja dengan pengusaha. 

Hal ini dikarenakan bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan peraturan 

pemerintah ini ialah untuk mencapai kebutuhan hidup layak para pekerja dan 

mewujudkan kesejahteraan antara sesamanya, yaitu pekerja, pengusaha dan 

pemerintah. 

Pemerintah meregulasi terkait tinjauan komponen kebutuhan hidup layak 

pekerja selama kurun waktu 5 tahun sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh 

kekhawatiran para pemerintah yang melihat fenomena banyaknya perusahaan yang 

mengalami pailit dan likuidasi, dan akhirnya melakukan PHK besar-besaran untuk 
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menyelamatkan perusahaan. Sehingga peraturan pemerintah ini lahir dengan formula 

penetapan upah yang pasti dan jelas, ini berdampak positif bagi pekerja karena 

dengan formula tersebut, upah pekerja lebih terkontrol dan meminimalisir terjadinya 

PHK. 

Selain itu, peraturan pemerintah ini diregulasi juga untuk membantu dan 

mempermudah pemerintah dalam menetapkan upah minimum dan membantu 

pengusaha dalam menetapkan upah yang harus dibayarkan pada pekerja. 

Teori Najmuddin Ath-Thufi yang menyatakan bahwa dalam bidang muâmalah 

akal senantiasa bersifat independen dan didahulukan daripada nash sangat sesuai 

dengan pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan. Dengan begitu banyaknya kontra yang muncul dari kalangan pekerja 

beberapa waktu lalu yang menganggap bahwa peraturan pemerintah ini bertentangan 

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, berdasarkan teori maslahah mursalah 

Ath-Thufi tidak  benar. 

Karena berdasarkan teori ini segala hukum atau norma yang lahir haruslah 

berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan maslahah pada seluruh manusia atau 

maslahah secara umum. Beberapa bentuk maslahah yang ditimbulkan dari adanya PP 

Nomor 78 Tahun 2015 adalah untuk meminimalisir adanya PHK besar-besaran, 

memberikan perlindungan upah pada para pekerja melalui formula upah yang tetap, 

memudahkan pemerintah dalam melakukan peninjauan upah minimum karena 

apabila dilakukan setiap tahun maka menyulitkan dan yang terakhir adalah untuk 

menghindari terjadinya pailit pada perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tujuan 
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dibentuknya PP yang tidak hanya demi kepentingan para pekerja saja melalui 

peninjauan komponen KHL, namun juga demi kepentingan para pengusaha dengan 

melihat kemampuan dan kondisi perusahaan. 

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.Dia 

telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan.
143

 

 

Kesulitan mendatangkan kemudahan 
144

 

 

Berdasarkan dasar ayat dan kaidah fiqh di atas, mampu menjawab bahwa segala 

bentuk peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang bertujuan 

untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Perubahan ketentuan pengupahan yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

merupakan hasil pemikiran pemerintah untuk melengkapi ketentuan upah dan 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (pekerja dan pengusaha).  

Dengan pemberlakuan peninjauan upah selama 5 tahun sekali, maka kesulitan 

pemerintah dalam menentukan upah yang dipertimbangkan melalui survei harga 

kebutuhan manusia sedikit teratasi. Tingkat harga yang tiap tahun berubah-ubah dan 

sifatnya tak tentu bisa menyulitkan pemerintah dalam menetapkan upah minimum 

pekerja. 
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 QS. Al-Hajj (22): 78 
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 Jaih Mubarok, Kaidah…, h. 139 
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Apabila peninjauan upah melalui survei harga dilakukan pemerintah setiap 

tahun maka akibatnya adalah menimbulkan 2 kemungkinan, yaitu: 

1) Para pekerja/buruh merasa bahwa upah mereka sudah disesuaikan dengan 

tingkat harga kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan layak hidup 

mereka.  

2) Para pemerintah dan pengusaha kerepotan dalam mengatur upah pekerja 

karena harga kebutuhan yang tidak stabil.  

3) Para pekerja/buruh terancam di PHK apabila terjadi permasalahan dalam 

perusahaan.  

Kepicikan itu perlu diangkatkan 

 

Berdasarkan kaidah tersebut jelas bahwa kesulitan yang dihadapi oleh 

pemerintah dan penguasa dalam menetapkan upah minimum dan upah bagi pekerja 

harus dihilangkan. Hal ini menurut teori maslahah mursalah Ath-Thufi sangat 

dibenarkan karena masih berada dalam bidang muâmalah.
145

 

Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat dan situasi. 

 

Ketentuan pengupahan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker memang sudah baik. Namun 

berdasarkan kaidah di atas dapat dilihat bahwa di era kekinian dengan perkembangan 
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 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar) Edisi Revisi, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2011), h. 148 
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ekonomi, dan teknologi membuat persaingan ekonomi pun semakin pesat dan 

berkembang. Pada akhirnya setiap perusahaan pun mengalami dilema dan 

kekhawatiran terkena likuidasi atau pailit. 

Kekhawatiran itu merupakan dasar bahwa peraturan pemerintah muncul untuk 

merespon kondisi ekonomi saat ini yang sangat maju dan berkembang. Peraturan 

pemerintah ini muncul membawa angin segar bagi para pemerintah, pengusaha dan 

pekerja untuk meminimalisir terjadinya pailit di perusahaan. 

 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 

(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo`a): "Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya 

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup 

kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah 

kami.Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang 

kafir".
146

 

 

Dari ayat di atas, maka segala bentuk pemikiran atau usaha pemerintah dalam 

menyempurnakan ketentuan pengupahan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 

Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah jalan terbaik yang diambil pemerintah. Hal 

ini dikarenakan Allah SWT telah menganugerahkan akal kepada manusia untuk 

berpikir dalam menjalani kehidupan serta segala beban dan tanggung jawabnya.

                                                           
146

 QS. Al-Baqarah (2): 286 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Seluruh pasal dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 sudah sesuai dengan prinsip 

hukum ketenagakerjaan. Seperti pasal 1 angka 10, pasal 15 ayat 2, pasal 32 

yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Prinsip perlindungan tenaga kerja yang 

sesuai dengan kehormatan dan martabat manusia dinyatakan pada pasal 3 ayat 

(2), dan pasal 43 ayat (1). Meski demikian, permasalahan yang muncul adalah 

pada pasal 43 ayat (5) tentang peninjauan komponen KHL yang dilakukan 5 

(lima) tahun sekali. Ketentuan ini menurut peneliti sedikit berbeda dengan 

prinsip perlindungan tenaga kerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,
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karena peninjauan upah yang dilakukan selama 5 tahun sekali terlalu lama 

mengingat angka inflasi yang selalu berubah. Meski demikian, sesungguhnya 

pasal ini tidak menyimpang prinsip hukum ketenagakerjaan, karena penetapan 

upah sudah dibuat berdasarkan formula upah pada pasal 44 ayat (2).  

2. Berdasarkan perpektif teori Maslahah Mursalah Ath-Thufi, PP Nomor 78 

Tahun 2015 ini sesuai dengan poin 1 dan 3 dan semata-mata hanya untuk 

menghindari adanya perusahaan yang pailit dan akhirnya tidak bisa 

memberikan upah bagi pekerjanya. Hal ini didasari oleh pernyataan Ath-Thufi 

bahwa hukum baru, bisa muncul dengan syarat adanya kemaslahatan yang lebih 

umum dan nyata. Ketentuan pengupahan yang ditujukan untuk kemaslahatan 

antara pekerja dan pengusaha merupakan bentuk aplikasi teori Ath-Thufi. 

Kemaslahatan yang muncul ialah untuk meminimalisir adanya PHK besar-

besaran, memberikan perlindungan upah para pekerja melalui formula upah 

tetap, memudahkan pemerintah dalam melakukan peninjauan upah minimum 

karena apabila dilakukan setiap tahun maka bisa menyulitkan dan yang terakhir 

adalah untuk menghindari terjadinya pailit pada perusahaan.  

B. Saran 

1. Pengupahan merupakan hal yang sifatnya urgen, sehingga pengaturan dan 

ketentuannya harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. PP Nomor 78 Tahun 

2015 seharusnya mampu memberikan ketentuan pengupahan yang tidak 

menimbulkan kontra dalam masyarakat. Menurut peneliti, peninjauan 

komponen KHL yang dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali masih bersifat 
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memberatkan pihak pekerja, karena jangka tersebut masih terbilang terlalu lama 

dan sangat berakibat pada angka inflasi. Sebaiknya peninjauan komponen bisa 

dilakukan selama 3 (tiga) tahun sekali, sehingga peninjauan tersebut tidak 

terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat.  

2. Dalam meregulasi setiap peraturan perundang-undangan harus diperhatikan 

prinsip dasarnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan di masyarakat terkait 

penolakan. Karena prinsip merupakan sebuah landasan, dan setiap peraturan 

yang baik harus memiliki landasan agar jelas dan tepat. Apabila ingin 

memberikan peraturan yang baru terkait ketentuan pengupahan, sebaiknya 

diberikan penjelasan secara sistematis tujuan diregulasikannya pasal-pasal 

tersebut. Sehingga para pekerja mampu memahami bahwa regulasi PP hanya 

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan secara umum berdasarkan prinsip 

keadilan di antara semua pihak. 
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